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RINGKASAN 

 

Wenie, 2013, Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja 

Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah  (Studi pada PD BPR Tugu 

Artha Malang Periode Tahun 2009-2011) Dr. Darminto M.Si, Drs. Achmad 

Husaini, MAB, 126 hal + xviii. 

 

Pemberian kredit adalah salah satu kebijakan pemerintah melalui bank 

yang berguna bagi masyarakat, karena kredit dapat meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian pada suatu negara. Kredit yang disalurkan kepada masyarakat 

harus memiliki sistem dan prosedur yang baik, untuk mengetahui apakah debitur 

tersebut layak untuk mendapatkan kredit yang diajukan atau tidak. Sistem dan 

prosedur yang tidak sesuai dengan standart ketentuan bank akan mengakibatkan 

kredit bermasalah.  

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui analisis 

struktur organisasi, analisis sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja 

pada PD.BPR Tugu Artha, analisis aspek penilaian kredit hingga kredit yang 

diajukan dapat direalisasikan dan analisis kredit bermasalah selama 3 (tiga) 

periode, berupa analisis jumlah debitur, dan analisis jumlah Non Performing Loan 

(NPL) yang dilakukan untuk mengantisipasi kredit bermasalah. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif, yaitu dengan cara mengevaluasi sistem dan prosedur pemberian kredit 

modal kerja pada PD. BPR Tugu Arta Malang dengan mengetahui jumlah Non 

Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah.  

Evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur pemberian kredit modal kerja baik 

dilakukan agar PD. BPR Tugu Artha terhindar dari resiko kredit bermasalah. 

Analisis calon debitur yang lebih mendalam akan mempermudah pihak bank 

untuk mengetahui karakter calon debitur, sehingga bank dapat memprediksikan 

keadaan kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Jumlah Non Performing 

Loan (NPL)  kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha cukup tinggi sehingga 

pihak bank perlu lebih selektif dalam memilih calon debitur.  

Hasil penelitian sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada 

PD. BPR Tugu Arta Malang telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat 

kekurangan pada faktor analisis calon debitur yang terlalu singkat. Penilaian 

kredit modal kerja sebaiknya PD. BPR Tugu Artha Malang dapat menggunakan 

analisis 7P (personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, 

protection) agar analisis penilaian kredit juga dapat lebih rinci dan Setiap nasabah 

yang mengajukan kredit harus diperiksa terlebih dahulu tujuan penggunaan kredit 

tersebut, apakah sesuai dengan tujuan nasabah saat mengajukan kredit. 

  



 
 

viii 
 

SUMMARY 

  

Wenie, 2013, the Evaluation Systems and Procedures Working Capital Lending 

Efforts In anticipation of Non Performing Loans (Studies in PD BPR Tugu 

Malang Artha Year Period 2009-2011) Dr. Darminto M.Si, Drs. Ahmad Husaini, 

MAB, xviii + 126 pages. 

  

The extension of credit is one of the government's policies through the 

bank which is useful for society, because the credit can boost economic growth in 

a country. Credit is distributed to the public must have good systems and 

procedures, to determine whether the debtor is eligible to get a credit application 

or not. System and procedure are not in accordance with the standard provisions 

of the bank will result in a credit crunch. 

 This study has several objectives, namely to determine the organizational 

structure analysis, systems analysis and working capital lending procedures at 

Tugu PD.BPR Artha, analytical aspects of credit scoring credit proposed to be 

realized and analysis of non-performing loans for 3 (three) periods, such as the 

analysis number of borrowers, and the analysis of the amount of Non Performing 

Loan (NPL) to anticipate the credit crunch. 

 This type of research is descriptive quantitative approach, is by way 

evaluating the system and working capital lending procedures in PD. BPR Arta 

Tugu Malang by knowing the amount of Non Performing Loan (NPL) or non-

performing loans. 

 An evaluation of the implementation of working capital lending 

procedures done in order PD. BPR monument Artha avoid the risk of non-

performing loans. Analysis of prospective borrowers deeper would facilitate the 

bank to know the character of borrowers, so banks can predict the state of the 

credit to be provided to prospective borrowers. Number of Non-Performing Loan 

(NPL) working capital loans on PD. BPR monument Artha high enough so that 

the banks need to be more selective in choosing prospective borrowers. 

 The results systems and working capital lending procedures in PD. BPR 

Arta Tugu Malang has done well, but there are still shortcomings in the factor 

analysis of borrowers that are too short. In the assessment of working capital 

should be PD. BPR Artha Tugu Malang also use 7P (personality, party, perpose, 

prospect, payment, profitability, protection) that analyzes credit ratings can also 

be more detailed and each customer applying for a loan should be examined first 

intended use of the loan, whether in accordance with the purpose of customer 

actually. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyaluran kredit kepada masyarakat harus sejalan dengan peraturan 

perbankan, bank wajib melaksanakan prinsip kehati - hatian agar tidak merugikan 

bank dan nasabahnya. Pemberian kredit merupakan kegiatan usaha pokok bank 

yang mengandung risiko tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan 

kelangsungan usaha bank. Pemberian kredit yang tidak sesuai dengan sistem dan 

prosedur mengakibatkan kredit bermasalah, hal ini akan menyebabkan timbulnya 

kerugian pada pihak bank serta akan mempersulit bank dalam pendanaan. 

Evaluasi sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja harus 

ditingkatkan sebagai upaya mengatasi kredit bermasalah. Evaluasi sistem dan 

prosedur pemberian kredit adalah kegiatan yang menganalisa latar belakang 

debitur yang bertujuan untuk mengetahui apakah debitur tersebut layak untuk 

mendapatkan kredit yang diajukan. Prosedur kredit modal kerja perlu dievaluasi 

untuk memastikan apakah prosedur pemberian kredit tersebut sudah sesuai dengan 

standart penilaian bank. Prosedur harus menjadi patokan dalam proses likuidasi 

dana kredit karena dalam proses pembuatannya berdasarkan riset dan pengalaman 

para kreditur. Peranan internal bank berperan penting agar prosedur pemberian 

kredit tetap ditaati sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan 

produksi dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Kredit jenis ini memiliki 
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jangka waktu pendek yaitu kurang dari 1 (satu) tahun.  kredit modal kerja adalah 

kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. 

Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji 

karyawan dan modal kerja lainnya yang berkaitan dengan proses produksi 

perusahaan.  

Kredit modal kerja yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan 

produksi baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif. Kredit modal kerja akan 

diberikan  apabila manajemen bank merasa yakin bahwa nasabahnya dapat 

mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati, baik 

pokok ataupun bunga pinjaman yang ditetapkan, sehingga bank dapat terhindar 

dari kredit macet atau kredit bermasalah. 

Pemberian kredit adalah salah satu kebijakan pemerintah melalui bank 

yang berguna bagi masyaraka, karena kredit dapat meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian pada suatu negara. “Kredit adalah perjanjian pinjam meminjam 

uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka 

waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa 

(Supramono, 2009:153)”. Jangka waktu penting bagi kreditur (bank) karena jika 

tidak ada jangka waktu, maka bank akan mengalami kesulitan dalam masalah 

pembayaran. Jangka waktu pemberian kredit dapat dikelompokkan menjadi kredit 

jangka panjang, kredit jangka menengah serta kredit jangka pendek. Bank sebagai 

lembaga keuangan menjual kepercayaan (kredit) dan produk bank lainnya. Bank 

melalui kredit dapat  memperoleh pendapatan berupa bunga, komisi atau provisi 

dari penjualan kredit dan pemberian produk perbankan lainnya. Bank berusaha 
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sebanyak mungkin menarik nasabah dengan cara memperbesar dana, memperluas 

pemberian kredit dan jasa-jasa bank, peningkatan kualitas pelayanan dengan 

sistem pemasaran yang terpadu. 

Bank yang masih beroperasi  tidak dapat terlepas dari risiko menghadapi  

kredit macet atau kredit bermasalah. Menyusun strategi dalam menanamkan dana 

yang dikuasai, seharusnya bank tidak terpaku pada usaha menghindari kredit 

bermasalah, melainkan berusaha menekan risiko munculnya kasus tersebut. 

Peranan internal auditor dalam pengawasan mutu kredit cukup penting. Tugas 

utama internal auditor adalah secara terus-menerus meneliti apakah semua 

transaksi bisnis bank (termasuk penyaluran kredit) telah dilakukan secara benar, 

sesuai dengan standart umum accounting dan mematuhi peraturan yang berlaku. 

Internal auditor bertanggung jawab untuk menghindarkan operasi bank dari 

penyimpangan-penyimpangan. 

PD. BPR Tugu Artha merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang 

terdapat di kota Malang. PD. BPR Tugu Artha memiliki fungsi melayani 

tabungan, deposito dan kredit dari masyarakat. PD. BPR Tugu Artha dalam 

mempertahankan kontiniutas perusahaan, harus bersaing dengan pihak bank 

umum dalam mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam 

bentuk kredit. Kredit yang ditawarkan meliputi kredit konsumtif dan kredit modal 

kerja. Prosedur pemberian kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha sama 

dengan bank umum lainnya dan proses pemberian kredit juga tidak terlepas dari 

resiko kredit bermasalah. Meskipun kredit bermasalah tidak dapat dihindari tetapi 
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bank harus berusaha untuk menekan agar kredit bermasalah tidak melebihi 

standart tingkat kesehatan kredit. 

“Kredit macet yang terjadi terutama disebabkan oleh faktor manajemen 

bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, faktor penguasaan kredit 

yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari 

sumber daya manusia yang masih lemah (Supramono, 2009:268)”. Sehubungan 

dengan banyaknya kasus - kasus kredit macet yang disebabkan karena ketidak-

mampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka timbul permasalahan 

yang tidak diinginkan seperti ketidak mampuan masing-masing bank menilai 

mutu kredit yang telah mereka berikan. 

Bank dapat menghindari penyimpangan penyaluran kredit dengan 

menyusun kebijakan kredit yang komprehensif dan jelas dengan 

memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang menentukan mutu 

kebijakan tersebut. Salah satu cara yang dapat membantu perusahaan dalam 

menilai efisiensi dan efektivitas prosedur pemberian kredit adalah dengan adanya 

evaluasi sistem pengendalian internal yang memadai. Kredit bermasalah dalam 

jumlah yang sangat besar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bank tersebut, 

baik dilihat dari sudut operasional bank dan dampak psikologis yang terjadi. 

Kredit bermasalah dapat membuat terhambatnya keuntungan utama bank yang 

dapat diperoleh dari selisih bunga simpanan bank kepada nasabah dan dengan 

bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. 

Laporan Non Performing Loans (NPL) PD. BPR Tugu Artha Malang periode 

tahun 2009-2011. 
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Tabel 1 Jumlah Non Perfoming Loans (NPL) Kredit Modal Kerja PD. BPR Tugu Artha 

TAHUN Jumlah kredit bermasalah Baki kredit Persentase (%) Total 

(%) KL D M KL D M 

2009 16.685.700 4.372.750 57.789.666 340.482.766 4,90 1,28 16,97 23,16 

2010 38.925.800 35.739.800 88.886.616 768.484.216 5,07 4,65 11,57 21,28 

2011 48.861.750 40.289.950 100.217.066 840.323.716 5,81 4,79 11,93 22,54 

Sumber: laporan keuangan DP. BPR Tugu Artha Malang 2009-2011 

 

Berdasarkan tabel 1 Non Perfoming Loans (NPL) tersebut dapat 

diketahui bahwa tingkat Non Perfoming Loans (NPL) tahun 2009 sebesar 23,16%, 

tahun 2010 sebesar 21,28 % dan tahun 2011 sebesar 22,54 %, walaupun tingkat 

Non Perfoming Loans (NPL) mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2009 

tetapi jumlah tingkat Non Perfoming Loans (NPL) masih sangat tinggi dan jumlah 

kredit bermasalah masih cukup besar yaitu sebesar Rp. 78.848.116 untuk tahun 

2009, Rp. 163.552.216 untuk tahun 2010, dan Rp. 189.368.766 untuk tahun 2011. 

Timbulnya masalah dalam kegiatan perkreditan seperti kredit macet dan kredit 

bermasalah ini dikarenakan sistem dan prosedur kredit yang kurang efektif 

menyebabkan meningkatkannya kredit yang bermasalah, sehingga diperlukan 

perbaikan dalam evaluasi sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: “Evaluasi Sistem dan Prosedur 

Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah  

(Studi pada PD BPR Tugu Artha Malang Periode Tahun 2009-2011) ”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang 

diidentifikasi adalah : 

1. Bagaimana sistem dan prosedur kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu 

Artha dalam upaya mengantisipasi kredit bermasalah? 

2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam mengantisipasi kredit 

bermasalah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian yang diidentifikasi adalah : 

1. Mengetahui sistem dan prosedur kredit modal kerja yang diterapkan PD. 

BPR Tugu Artha. 

2. Mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam mengantisipasi kredit 

bermasalah pada PD. BPR Tugu Artha. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat 

antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang dapat 

menambah wawasan pembaca mengenai sistem pengendalian intern 

kredit modal kerja  dalam menunjang efektifitas pengendalian 
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internal. Hasil penelitian dapat sebagai masukan dalam pengembangan 

ilmu administrasi bisnis pada umumnya dan manajemen keuangan 

pada khususnya 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi bank 

mengenai sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja dalam 

upaya mengatasi kredit bermasalah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau pertimbangan 

bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di 

bidang yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan Penelitian 

Dalam penulisan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang disusun secara 

sistematis dalam urutan sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan secara keseluruhan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini dikemukakan landasan teori yang digunakan untuk  

mendukung penulis sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, batasan 

penelitian, variabel penelitian, sumber data dan metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan dilakukan.  

BAB IV :  GAMBARAN OBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini dijelaskan tentang secara garis besar profil 

perusahaan, tentang analisis deskriptif dari data yang diperoleh dan 

intepretasi hasil penelitian yang mengarah pada pemecahan masalah 

penelitian. 

BAB V  :  PENUTUP 

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Evaluasi Sistem Prosedur Pemberian Kredit 

1. Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang 

sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan 

pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah 

ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah 

dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin 

diperoleh (Husein, 2005:36). 

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya evaluasi adalah 

kegiatan untuk mengumpulkan informasi bekerjanya suatu sistem, dan 

selanjutnya informasi tersebut digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan.  

 

B. Sistem dan Prosedur 

1. Pengertian Sistem dan Prosedur 

“Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen 

yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan” (Krismiaji, 

2002:1). Karakteristik sistem berdasarkan definisi di atas adalah sebagai 

berikut : 
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a. Komponen atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar dan di rasakan. 

b. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang 

terlibat dalam sebuah sistem. 

c. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin di capai dari kegaiatan 

koordinasi komponen tersebut. 

 

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan dan prosedur 

adalah suatu urutan kegiatan clerical, biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2010:5). 

 

Pengertian lain menyebutkan bahwa sistem adalah suatu kerangka dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai 

dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu 

kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Sedangkan procedure 

adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun 

untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-

transaksi perusahaan yang sering terjadi (Baridwan, 2009:3). 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya sistem dan 

prosedur adalah formulir, catatan, prosedur dan alat untuk mengelolah 

data yang digunakan oleh manajemen dalam upaya menyajikan 

informasi keuangan.  

 

C. Pengendalian Intern  

1. Pengertian Pengendalian Intern 

Pengendalian merupakan suatu proses yang mengarahkan 

seperangkat variable untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dan 

mengadakan koreksi jika ternyata ada penyimpangan pelaksanaan 

terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian intern 
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meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinaksikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 

2010:163). 

 

“Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang 

digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisinsi dan 

untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen” (Krismiaji, 

2002:218). Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya sistem 

pengendalian intern merupakan element penting bagi sebuah perusahaan 

yang dapat meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mencetak ketelitian 

dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

 

2. Tujuan Pengendalian Intern 

Tujuan pengendalian intern adalah : 

a. Menjaga kekayaan organisasi 

Perusahaan menciptakan suatu sistem pengendalian intern yang baik, 

yang pertama tujuannya adalah untuk mencegah adanya tindakan 

penyelewengan menyangkut harta atau kekayaan perusahaan baik 

yang disengaja maupun yang tidak. Kekayaan dari para investor dan 

kreditur yang tertanam di perusahaan juga dapat menjamin 

keamanannya. 

b. Mencetak ketelitian dan keandalan data akuntansi 

Penciptaan suatu sistem pengendalian intern di dalam perusahaan 

diharapkan mampu menjamin keandalan atau dapat dipercayainya 

seluruh data akuntansi yang dihasilkan seperti laporan keuangan 

perusahaan. Keandalan data akuntansi akan sangat mempengaruhi 

informasi yang nantinya dibutuhkan oleh pihak intern maupun ekstern 

perusahaan, dimana sangat membantu didalam proses pengambilan 

keputusan yang tepat. 

c. Mendorong efisiensi dalam operasi 

Efisiensi senantiasa berusaha untuk dicapai oleh setiap organisasi, 

karena hal ini menyangkut prestasi kerja organisasi, maka suatu sistem 

pengendalian intern yang baik dimaksudkan agar dapat mendorong 

terciptanya efisiensi dalam kegiatan operasi perusahaan. 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen harus di taati 

dan dilaksanakan oleh semua anggota organisasi yang melakukan 

tindakan menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan, maka 

diperlukan suatu sistem pengendalian intern (Mulyadi, 2010:163). 
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Menurut tujuannya pengendalian intern dapat dibedakan menjadi dua 

macam: 

a. Pengendalian intern akuntansi, merupakan bagian dari sistem 

pengendalian intern yang meliputu struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga 

kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi. 

b. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode 

dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan terutama untuk mendorong 

efisiensi dan dapat di patuhinya kebijakan manajemen (Hariningsih, 

2006:130). 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya tujuan pengendalian 

intern adalah untuk mengamankan data perusahaan, mendapatkan data 

perusahaan yang dipercaya, melancarkan operasi perusahaan serta dapat 

ditaatinya kebijakan-kebijakan manajemen yang diterapkan oleh 

perusahaan. Konsep pengendalian intern ini sangat penting dan 

menempati posisi yang strategis karena ancaman terhadap sistem 

informasi akuntansi yang semakin meningkat baik dari sisi jenis maupun 

intensitasnya. 

 

3. Unsur Pengendalian Intern  

Pengendalian intern merupakan tindakan untuk mengarahkan 

kegiatan, termasuk koreksi atas kekurangan yang ada serta penyesuaian 

kegiatan agar selaras dengan patokan atau tujuan yang di tetapkan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Perusahaan yang kecil dimana manajer pemilik 

dapat mengawasi pegawainya secara pribadi, hanya di perlukan beberapa 

kebijakan dan prosedur pengendalian. Bertambah jumlah pegawai dan 

meningkatnya kerumitan suatu perusahaan, maka menjadi sangat sulit 
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bagi manajemen untuk dapat mempertahankan pengendalian atau semua 

tahap operasi. Perkembangan suatu perusahaan, manajemen memerlukan 

pendelegasian wewenang dan lebih menekankan pada struktur 

pengendalian agar dapat tercapai kepatuhan terhadap sasaran dan tujuan 

perusahaan. Unsur-unsur pokok pengendalian intern meliputi : 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. Didasarkan pada prinsip berikut: 

(1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi. 

(2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahapan suatu transaksi.  

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. Suatu organisasi, hanya pejabat yang memiliki wewenang 

yang dapat menyetujui terjadinya suatu transaksi. Sebuah organisasi 

harus di buat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk 

otorisasi atas terlaksananya setiap transasksi. 

c. Praktek-praktek yang sehat, adapun cara-cara yang umumnya 

ditempuh perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat adalah : 

(1) Penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya 

harus di pertanggung jawabkan oleh yang berwewenang. 

(2) Pemeriksaan mendadak (surprised audit) tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu kepada pihak yang akan di periksa, dengan 

jadwal yang teratur. 

(3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 

oleh satu fungsi, tanpa campur tangan dari fungsi lain. 

(4) Perputaran jabatan (job rotation) dapat menjaga independensi 

pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat 

menghindari terjadinya persekongkolan. 

(5) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 

catatannya. 

(6) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektifitas  unsur-unsur pengendalian intern lain. 

d. Karyawan yang tingkat kecakapannya sesuai dengan tanggung 

jawabnya, untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dapat 

melakukan seleksi calon karyawan berdasarkan seleksi, atau 

melakukan pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi 

karyawan (Mulyadi, 2010: 164). 
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Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya unsur-unsur pokok 

pengendalian intern adalah untuk mengelolah kinerja perusahaan dalam 

melakukan pengawasanan terhadap kinerja perusahaan adar dapat 

beroperasi dengan baik. 

 

D. Kredit Modal Kerja  

1. Pengertian Kredit Modal Kerja 

Perusahaan yang bergerak dibidang apapun baik perusahaan jasa 

maupun dagang selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai 

kegiatan usahanya, dengan harapan dana yang telah dikeluarkan dapat 

kembali masuk kedalam perusahaan dalam jangka yang relatif pendek. 

Perusahaan seringkali mengalami kekurangan modal sehingga dapat 

menghambat kelancaran usahanya. 

Penyebab terjadinya perusahaan kekurangan modal kerja yaitu 

karena permintaan pasar yang meningkat secara signifikan sehingga 

pembelian stok barang juga harus meningkat dari keadaan normal, 

semakin besar penjualan maka semakin besar pula besaran pos piutang 

dagang yang diberikan kepada pelanggan, dan semakin lama waktu 

pembayaran yang diberikan kepada pelanggan maka semakin besar pula 

kebutuhan modal kerja. Perusahaan memerlukan tambahan dana atau 

modal kerja yang bisa didapatkan melalui pinjaman kepada pihak bank 

berupa kredit modal kerja (Supriyono, 2011:98). 

 

Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit modal kerja yang 

diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal 

kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 

1 tahun. KMK revolving adalah fasilitas kredit modal kerja yang 

diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal 

kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 

1 tahun namun dapat diperpanjang. KMK aflopend adalah kredit yang 

diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu 

siklus usaha. KMK Kontraktor Adalah kredit yang diberikan untuk 
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memenuhi kebutuhan modal kerja khusus bagi usaha jasa kontraktor 

yang habis dalam satu siklus usaha. (http://www.bankmandiri.co.id) 

 

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya atau merupakan kredit 

yang digunakan sebagai modal usaha. Kredit modal kerja berjangka 

waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kredit modal kerja 

adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 

nasabah. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar 

gaji karyawan dan modal kerja lainnya yang berkaitan dengan proses 

produksi perusahaan. Kredit modal kerja terdiri dari 2 (dua) macam yaitu 

Kredit Modal Kerja Revolving dan Kredit Modal Kerja Einmaleg.  

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya kredit modal kerja 

adalah kredit yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun dan bisa 

di perpanjang sesuai dengan perjanjian, dan kredit ini bertujuan untuk 

pendanaan modal kerja. 

 

2. Bentuk-bentuk dari kredit modal kerja antara lain: 

a. Kredit modal kerja untuk pedagang, antara lain: 

(1) Kredit ekspor. 

(2) Kredit pertokoan, dan sebagainya.  

 

b. Kredit modal kerja bidang industri, antara lain: 

(1) Kredit modal kerja makanan/minuman dalam kemasan. 

(2) Kredit modal kerja pabrik, tekstil, dan sebagainya.  

c. Kredit modal kerja untuk bidang perkebunan/pertanian, antara lain:  

(1) Kredit untuk membeli pupuk  

(2) Kredit untuk membeli obat-obatan anti hama, dan sebagainya.  

d. Kredit modal kerja untuk kontraktor bangunan.  

e. Kredit modal kerja untuk perbengkelan pusat service.  

(http://www.kumpulanistilah.com/2011/07/pengertian-kredit-modal-kerja.html) 
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E. Kredit 

1. Pengertian Kredit 

Kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. Berbagai macam transaksi kredit sudah banyak dijumpai 

seperti jual beli barang dengan cara kredit, jual beli tersebut tidak 

dilakukan secara tunai (kontan), tetapi pembayaran harga barang 

dilakukan dengan angsuran. Warga masyarakat sering mengartikan kredit 

sama dengan utang karena setelah jangka waktu tertentu mereka wajib 

membayar dengan lunas. Kata “kredit” berasal dari bahasa romawi yaitu 

credere yang artinya “percaya”, apabila hal tersebut dihubungkan dengan 

tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur 

percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) 

karena debitur dapat di percaya kemampuannya untuk membayar lunas 

pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. 

Pengertian kredit yang di atur dalam pasal 1 angka 11 UU 

perbankan disebutkan sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan tambahan biaya bunga. 

Rumusan tersebut dapat diketahui ruang lingkup pengertian kredit 

dibatasi dalam hubungan bank dengan nasabahnya. Kredit sebagai 

penyediaan uang yang dilakukan oleh bank untuk dipinjamkan kepada 
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nasabahnya dengan menarik keuntungan berupa bunga. Rumusan lain  

kredit juga diartikan dengan tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

penyediaan uang. 

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya, kredit merupakan 

perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan 

nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian 

utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga merupakan sebuah 

keharusan untuk pemberi kredit karena merupakan imbalan jasa bagi 

bank yang merupakan keuntungan perusahaan. 

Tenggang waktu dan penerimaan kembali prestasi ini merupakan 

suatu hal yang abstrak dan sukar diraba, karena masa antara pemberian 

dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, 

tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun (Aman, 1989:10). 

Banyak terjadi didalam prakteknya walaupun dalam perjanjian 

kredit sudah diperjanjikan batas waktu pengembalian kreditnya, akan 

tetapi pada umumnya dengan berbagai alasan nasabah tidak dapat 

menepati janjinya untuk membayar uang sehingga melebihi batas 

waktunya. Waktu perjanjian kredit berakibat menjadi diperpanjang sesuai 

dengan kondisi yang ada dalam praktik (Supramono, 2009 : 152-153). 

 

2. Tujuan dan Fungsi Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi 

tertentu, sesuai dengan misi bank tersebut didirikan. Tujuan umum 

pemberian kredit adalah sebagai berikut: 

a. Profitability bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit) yang 

diperoleh dari bunga yang dibebankan atas kredit. 

b. Safety bertujuan untuk menjaga keamanan dana nasabah, maka 

diperlukan adanya fasilitas pelayanan bank yang memadai, sehingga 
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tujuan untuk mendapatkan keuntungan dapat benar-benar tercapai 

tanpa hambatan yang berarti. Kredit yang berjalan dengan baik akan 

memberikan dampak positif bagi pihak bank sehingga kepercayaan 

masyarakat kepada bank tersebut akan bertambah (Sinungan, 

1997:221). 

 

Tujuan lain kredit juga memiliki fungsi atau manfaat bagi pihak 

nasabah atau debitur, bank maupun pemerintah. Manfaat tersebut antara 

lain adalah:  

a. Bagi pihak debitur  

(1) Mendapatkan pinjaman dana dengan risiko yang relatif kecil, 

karena perkreditan yang dimiliki perbankan telah mempunyai 

ketentuan-ketentuan yuridis yang jelas sehingga memperkecil 

kemungkinan-kemungkinan suatu risiko sengketa di kemudian 

hari antara debitur dengan bank sebagai penyedia dana. 

(2) Untuk mengembangkan atau memperluas usahanya. 

b. Bagi pihak bank  

(1) Memperoleh keuntungan memperoleh bunga kredit, yaitu selisih 

antara bunga kredit yang diterimanya dari para debitur dikurangi 

dengan biaya untuk memperoleh dana dari masyarakat dan 

dikurangi lagi dengan biaya-biaya overhead dalam pengelolahan 

kredit tersebut. 

(2) Menjaga solvabilitas usahanya, salah satu cara dalam 

mengupayakan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dapat 

memberikan hasil adalah melalui kegiatan pemberian kredit 

kepada para debitur. Pendapatan bunga yang diharapkan bank 
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dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah untuk membayar 

kembali dana yang disimpan pada bank tersebut beserta 

bunganya. Bank akan meraih surplus apabila mampu mengelolah 

dana yang diperoleh menjadi kredit yang produktif. 

(3) Memperluas pangsa pasar (market share), pada kondisi saat ini 

masih belum ada keseimbangan antara penawaran dan permintaan 

akan dana. Fasilitas kredit seringkali digunakan oleh bank sebagai 

perangsang dalam merebut pangsa pasar perbankan pada suatu 

daerah dengan cara memberikan kredit yang lebih besar 

jumlahnya dan suku bunga yang lebih rendah. 

c. Bagi pihak pemerintah  

(1) Pemberian kredit dapat digunakan sebagai alat untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi, baik secara umum maupun untuk 

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Pertumbuhan 

ekonomi dapat dibentuk melalui mekanisme penambahan fasilitas 

produksi yang baru, penggantian fasilitas produksi yang lama 

maupun dengan peningkatan kapasitas dari fasilitas produksi yang 

telah tersedia atau dapat juga dengan menggabungkan ketiga hal 

tersebut. 

(2) Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter pemberian 

kredit akan mengakibatkan perputaran uang yang relatif cepat. 

Pemerintah akan sangat berkepentingan terhadap kegiatan 

perkreditan secara makro, antara lain membatasi plafond kredit 



20 
 

 
 

serta mengarahkan perkreditan pada sektor-sektor tertentu yang 

mampu menyerap kenaikan kebutuhan permodalan (belum jenuh) 

serta memberikan kredit kepada sektor-sektor usaha yang 

mempunyai kemampuan untuk membayar kembali kredit yang 

telah di berikan. 

(3) Sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat 

adanya dana kredit yang diberikan oleh pihak bank, akan 

mendorong debitur untuk membuka usaha baru atau memperluas 

usahanya. Penyerapan tenaga kerja yang dampaknya adalah dapat 

memeratakan pendapatan masyarakat secara luas. 

(4) Sumber pendapatan negara, pemerintah akan menerima pajak 

yang di bayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya. 

 

3. Macam-Macam Kredit 

UU perbankan hanya mengatur tentang lembaga yang memberikan 

kredit, sehingga bentuk undang-undang kurang memperhatikan tentang 

masalah kredit. Ketentuan yang menyangkut kredit hanya satu pasal yaitu 

diatur pada pasal 8 UU perbankan. Undang-undang tersebut tidak 

dijumpai tentang macam-macam kredit. Praktik perbankan kredit yang 

pernah diberikan kepada nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi 

antara lain dari segi jangka waktu, kegunaan, pemakaian dan sektor yang 

dibiayai bank. 

a. Segi jangka waktu, berdasarkan segi jangka waktu terdapat tiga 

macam kredit, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, 

dan kredit jangka panjang ketiga macam kredit tersebut pernah di atur 
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dalam pasal 1 huruf d UU perbankan 1967. Berlakunya UU perbankan 

yang sekarang yaitu UU no. 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU 

No. 10 tahun 1998 ketiga jenis tersebut tidak menjadi masalah karena 

jangka waktu kredit di pandang dari pemakaiannya masih belum ada 

pembatasan yang pasti, hal ini disebabkan karena pengertian tentang 

lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan dan 

kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikkannya pada 

waktu tertentu (Aman, 1989:5). 

(1) Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling 

lama satu tahun. Kredit ini juga termasuk untuk bidang tanaman 

musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. 

(2) Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan bank untuk 

jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali 

kredit dipergunakan untuk tanaman musiman tersebut. 

(3) Kredit jangka panjang kredit yang mempunyai jangka waktu 

melebihi kredit jangka menengah, yaitu lebih dari tiga tahun. 

b. Segi kegunaan, berdasarkan segi kegunaan atau peruntukannya maka 

kredit dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain: 

(1) Kredit investasi, kata investasi dapat di artikan dengan 

penanaman modal. Mendasarkan pengertian tersebut, maka kredit 

investasi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk 

kepentingan menanam modal yang bersifat ekspansi, modernisasi 

maupun rehabilitasi perusahaan salah satu contoh kredit yang 

diberikan kepada perusahaan angkutan, tujuan kredit ini hanyalah 

untuk kebutuhan membeli alat angkutan. 

(2) Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk 

kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit ini 

mempunyai sasaran untuk membiayai biaya operasional usaha 

nasabah. Kredit modal kerja di gunakan untuk membeli bahan-

bahan antara lain: membeli bahan dasar, alat-alat bantu, maupun 

biaya lainnya. 

(3) Kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah 

semata-mata untuk kepentingan profesionalnya. Profesi seseorang 

bermacam-macam ada yang sebagai dokter gigi, arsitek, pesulap, 

dan sebagainya. Kredit yang diberikan kepada seorang dokter gigi 

untuk membeli seperangkat peralatan medis merupakan kredit 

profesi. kredit profesi sebenarnya tidak berbeda dengan kredit 

investasi. Perbedaannya hanya terletak pada kedudukan atau 

status nasabah. 

c. Segi pemakaian, berdasarkan  dari segi pemakaiannya kredit dapat di 

golongkan menjadi dua macam, yaitu kredit konsumtif dan kredit 

produktif. 

(1) Kredit konsumtif, arti kata dari konsumtif adalah sesuatu yang 

digunakan sampai habis. Kredit konsumtif, dana yang diberikan 

oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah 

tangga  sehari-hari. 
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(2) Kredit produktif berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit 

produktif pembiayaan bank ditunjukkan untuk keperluan usaha 

nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat. Bentuk kredit 

produktif dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal 

kerja, karena kedua kredit tersebut diberikan kepada nasabah 

untuk meningkatkan produktivitas usahanya. 

(3) Kredit profesi tampaknya tidak dapat digolongkan ke dalam 

bentuk kredit produktif, hal ini karena kemampuan nasabah yang 

menerima kredit profesi sangat terbatas sekali sehingga sulit 

diharapkan produktivitas dapat meningkat dengan pesat. 

d. Segi sektor yang dibiayai 

Disamping macam-macam kredit yang telah diterangkan sebagaimana 

di atas, masih ada beberapa macam kredit yang dapat diberikan 

kepada nasabah ditinjau dari sektor yang dibiayai oleh bank, sebagai 

berikut: 

(1) Kredit perdagangan 

(2) Kredit pemborongan 

(3) Kredit pertanian  

(4) Kredit perternakan 

(5) Kredit perhotelan 

(6) Kredit percetakan  

(7) Kredit pengangkutan  

(8) Kredit perindustrian 

(Supramono, 2009: 154-156). 

 

4. Kollektibilitas Kredit 

Pengamanan kredit, perlu diambil langkah-langkah untuk 

mengkategorikan kredit berdasarkan kelancaran pembayarannya. 

Pengelompokan kredit berdasarkan keadaan kelancarannya sangat perlu 

demi kelancaran tugas-tugas pengamanan fasilitas-fasilitas yang telah 

diberikan kepada nasabah. Cara-cara menghadapi nasabah pun dapat 

disesuaikan sedemikian rupa dengan kelancaran kreditnya. Berdasarkan 

surat keputusan direksi bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 

12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, 

membagi tingkat kollektibilitas kredit menjadi:  
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a. Lancar 

(1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan tunggakan bunga. 

(2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi: 

(a) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang ditetapka 

masa angsuran kurang dari satu bulan. 

(b) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang ditetapkan 

masa angsuran bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan. 

(3) Terdapat tunggakan bunga, tetapi:  

(a) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang masa 

angsurannya kurang dari satu bulan. 

(b) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang angsurannya 

lebih dari satu bulan. 

b. Kurang lancar  

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi: 

(a) Melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan, bagi 

kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan. 

(b) Melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan, 

bagi kredit yang masa angsurannya bulanan, dua bulan dan 

tiga bulanan. 

(2) Terdapat tunggakan bunga, tetapi: 

(a) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang masa 

angsurannya kurang dari satu bulan. 

(b) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang masa 

angsurannya lebih dari satu bulan. 

c. Diragukan 

Apabila tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar yaitu: 

(1) Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekitar 

75% dari hutang pinjaman termaksud bunga. 

(2) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai 

sekitar 100% dari hutang pinjaman termaksud bunga. 

d. Macet 

Yang termasuk dalam kategori macet jika: 

(1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan di ragukan. 

(2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan 

sejak digolongkan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan 

kredit. 

(3) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada 

pengadilan negri atau badan urusan negara atau telah diajukan 

penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit (Abdullah, 

2003:96). 
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5. Sistem Pemberian Kredit 

a. Asas yang berlaku 

Asas yang berlaku dalam pemberian kredit adalah siapa yang 

berhutang maka dialah yang wajib membayarnya. Orang yang 

berhutang pada umumnya karena ada suatu kebutuhan yang tidak 

dapat dipenuhi sehingga harus mencari dana untuk menutupi dengan 

cara meminjam. Pihak yang memberikan pinjaman dana sebagai 

penolong sewaktu si berhutang membutuhkannya, pada saat waktu 

yang dijanjikan tiba, maka utang wajib dikembalikan. Pemberian 

utang bukan pemberian uang, orang yang tidak mengembalikan utang 

merupakan kejahatan penggelapan. 

b. Permohonan nasabah 

Nasabah yang datang kebank untuk dapat memperoleh kredit tentu 

bank tidak langsung memberikan kredit yang dikehendakinya begitu 

saja. Kredit mengandung risiko sehingga bank sebelum memutuskan 

memberi kredit perlu informasi mengenai data-data calon penerima 

kredit. Data-data tersebut penting bagi bank untuk menilai keadaan 

dan kemampuan nasabah sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi 

bank dalam memberikan kreditnya. Persyaratan untuk memperoleh 

kredit salah satunya adalah  nasabah harus mengajukan surat 

permohonan mendapatkan kredit yang berisi antara lain: 

(1) Identitas nasabah 

(2) Bidang usaha nasabah 
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(3) Jumlah kredit yang dimohon, dan 

(4) Tujuan pemakaian kredit 

Disamping surat permohonan tersebut, masih diperlukan data-data lain 

yang dapat menunjang permohonan nasabah antara lain: 

(1) Susunan pengurus perusahaan nasabah 

(2) Laporan keuangan (neraca dan perhitungan laba/rugi) 

(3) Perencanaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit, dan  

(4) Barang jaminan yang dapat digunakan. 

Data penunjang dapat membantu bank untuk lebih mudah menilai 

kemampuan nasabah dalam mengelolah usahanya. Bank juga dapat 

menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang dimohonkan, 

apakah nantinya dapat mengelolah kredit dan dapat mengembalikan 

tepat pada waktunya atau tidak. Bank memiliki peran dalam bidang 

perkreditan, bukan semata-mata memberikan kredit dengan 

pertimbangan ada jaminan yang cukup, tetapi bank juga membina 

usaha nasabah agar kelancaran usaha nasabah dapat membuat 

pengembalian kredit bank berjalan dengan lancar.  

c. Prinsip pemberian kredit 

Menilai secara sepintas lalu bagaimana nasabah mengajukan 

permohonan kredit, sekarang akan dibicarakan mengenai sistem 

pemberian kredit yang dilakukan oleh bank. UU perbankan telah 

diatur sistem pemberian kredit sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 

ayat (1) yang menyebutkan : 
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“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis 

yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan 

nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. 

 

Ketentuan tersebut berlaku pula bagi bank perkreditan rakyat (Pasal 

15 UU Perbankan).  Prinsipnya bank baru akan memutuskan memberi 

kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. 

Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam 

tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk 

membayar utangnya pada bank. Itikad baik nasabah akan diperoleh 

bank dari data-data yang di sampaikan oleh nasabah dalam 

permohonan kreditnya. 

Bank akan melalukan penilaian  terhadap watak, kemampuan, modal, 

agunan, dan prospek usaha debitur untuk  menilai apakah kredit 

tersebut disetujui atau tidak. Faktor tersebut dikenal dengan sebutan 

the five of credit analysis atau prinsip 5 C’s (character, capacity, 

capital, collateral, dan condition of economic). Penilaian yang 

demikian bukan hal yang baru bagi bank karena dalam UU No. 14 

tahun 1967 prinsip tersebut sudah diatur dan bank selalu 

mempraktikannya sejalan dengan prosedur pemberian kredit. Perlu 

adanya pembahasan dari kelima faktor tersebut sehingga dapat 

menjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan: 
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(1) Watak (character) 

Watak seorang nasabah dinilai oleh bank adalah untuk 

mengetahui sifat-sifatnya dalam hubungannya dengan masalah 

tanggung jawab nasabah. Penilaian watak didasarkan pada 

hubungan nasabah yang selama ini telah terjalin dengan bank. 

Nasabah sebelum mengajukan permohonan kredit, nasabah 

diharuskan untuk menjadi nasabah di bank tersebut. Bank juga 

dapat mencari informasi dari bank lain karena dalam sistem 

perbankan dikenal tukar menukar informasi bank. Penilaian watak 

dapat diperoleh dari data-data yang disampaikan dalam 

permohonan kredit, dapat diketahui apakah data-data yang 

disampaikan terdapat hal yang tidak benar, misalnya data fiktif 

atau karangan belaka, atau sebagian data ada yang palsu. 

Berdasarkan data yang diberikan nasabah dapat  dinilai nasabah 

tersebut telah tidak jujur, telah beritikat tidak baik dalam 

memberikan data, nantinya akan berpengaruh terhadap kelancaran 

pengembalian kredit. 

(2) Kemampuan (capacity)  

Nasabah yang melakukan pengajuan kredit akan mengemukakan 

apa tujuan penggunaan kredit yang diminta, untuk itu bank harus 

melakukan penelitian akan kemampuan nasabah dalam 

mengelolah proyek yang akan dibiayai dengan kredit. Kredit yang 

diminta untuk pembiayaan pembangunan gedung (kredit jasa 
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kontruksi) maka bank harus meneliti latar belakang pendidikan 

dan pengalaman nasabah di bidang pembangunan tersebut. Bank 

juga menilai  kemampuan nasabah dalam mengelolah usahanya 

selama ini. 

(3) Modal (capital)  

Penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari 

laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, biasanya 

nasabah diminta oleh bank untuk menyampaikan laporan 

keuangan minimal dua tahun terakhir. Laporan tersebut akan 

diperbandingkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam 

mengelolah keuangan dan permodalan perusahaan. Analisis 

tersebut juga untuk mengetahui tingkat kemampuan nasabah 

dalam menyediakan modal terhadap proyek yang akan dibiayai 

dengan kredit bank. Bank tidak memberikan kredit sebanyak 

100% untuk membiayai proyek nasabah, tetapi nasabah diminta 

untuk membiayai sebagian dari nilai proyeknya. 

(4) Jaminan (collateral)  

Bank pada dasarnya melakukan  penilaian terhadap jaminan 

dilakukan terhadap barang-barang yang akan dijaminkan oleh 

nasabah pada bank. Penilaiannya dengan menaksirkan nilai 

barangnya apakah dapat menutup kredit yang akan diberikan bank 

seandainya nasabah tidak dapat melunasi utangnya di kemudian 

hari. Sehubungan dengan itu dalam penjelasan pasal 8 UU 
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perbankan diuraikan bahwa apabila berdasarkan unsur-unsur lain 

bank telah mendapat keyakinan akan kemampuan nasabah untuk 

mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, 

proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang 

bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan tambahan 

berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang 

dibiayai dengan kredit bank. 

Tujuan UU perbankan cukup baik karena dengan agunan berupa 

proyek yang dibiayai dengan kredit bank telah diketahui besarnya 

nilai agunan yang bersangkutan. Sekarang masalahnya adalah 

siapakah pemilik objek kredit tersebut? Apabila pemiliknya 

adalah nasabah yang bersangkutan tentu tidak menjadi masalah 

sebaliknya apabila nasabah bukan pemilik, tidak mungkin hal 

tersebut digunakan sebagai jaminan utang.  

(5) Prospek (prospect) 

Prospek usaha dari objek yang dibiayai dengan kredit harus 

dinilai oleh bank untuk mengetahui keadaan masa depannya. 

Penilaiannya dilakukan dari berbagai segi sehingga dapat 

diketahui kemungkinan adanya faktor yang menghambat atau 

memperlancar keadaan usaha nasabah. Bank akan melakukan 

penilaian apakah usaha debitur atau objek kredit dapat bermanfaat 

bagi masyarakat atau tidak. Bank akan mempertimbangkan pula, 

apakah usaha debitur bertentangan dengan ketentuan hukum yang 
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berlaku di masyarakat. Bank juga menilai dari segi ekonomi, 

apakah usaha debitur tersebut akan mendapat keuntungan yang 

memadai sehingga debitur akan mampu mengembalikan 

hutangnya pada bank tepat waktu, dengan melakukan penilaian 

seluruh unsur diatas maka bank akan menilai ada atau tidaknya 

itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupannya untuk 

mengembalikan utang pada bank. Apabila penilaian tersebut 

bernilai positif, apakah hal tersebut menimbulkan keyakinan bagi 

bank untuk memutuskan memberikan kredit atau tidak. Apabila 

bank tidak memiliki keyakinan berakibat bank akan menolak 

permohonan kredit nasabah. 

d. Batas maksimum pemberian kredit 

Membicarakan mengenai sistem pemberian kredit berkaitan 

dengan apa yang disebut dengan batas maksimum pemberian kredit 

(BMPK). Pegaturan BMPK dilakukan Karena dalam hubungannya 

dengan prinsip kehati-hatian bank dalam melayani kepentingan 

masyarakat. Ketentuan BMKP ditinjukan kepada para peminjam dari 

kelompok yang sama dengan bank pemberi kredit. Latar belakang  

adanya kelompok atau grup perusahaan yang salah satu usahanya 

bergerak dibidang perbankan. Kelompok perusahaan masing-masing 

perusahaan akan menjadi nasabah pada perusahaan yang usahanya 

perbankan. Bank juga menghadapi orang dalam bank seperti pemilik, 

pengurus, pengawas, atau pegawai juga menjadi nasabahnya. 
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Berdasarkan UU perbankan, nasabah yang demikian akan diberi 

batasan pada maksimum kredit yang dapat diberikan kepada “sanak 

keluarga” bank. Ketentuan BMPK diatur dalam pasal 11 UU 

perbankan. Tujuan BMPK dimaksudkan untuk mengatur penyaluran 

fasilitas kredit agar dana bank yang diperoleh dari simpanan 

masyarakat tidak dinikmati oleh sekelompok debitur tertentu. Berarti 

yang termasuk mengatur penyebaran risiko kemacetan kredit demi 

keamanan dan kesehatan bank itu sendiri. Jika tidak dibatasi, maka 

bank bersangkutan akan banyak memberikan kredit dengan 

mengutamakan para nasabah dari kelompoknya. Ketika kredit macet 

terjadi nasabah yang bersangkutan akan sulit memenuhi kewajiban 

mengembalikan utangnya karena masih dalam satu grup perusahaan. 

Risiko yang besar dalam menggunakan modal dari dana yang berasal 

dari masyarakat, sedang di lain pihak bank tersebut juga memiliki 

kewajiban unutuk memberikan kredit kepada nasabah-nasabah yang 

lain. 

BMPK, telah diatur di dalam UU perbankan tentang beberapa 

besarnya maksimum pemberian kredit yang wajib dipatuhi oleh bank. 

Pemberian kredit pada grup atau perusahaan kelompoknya, pasal 11 

ayat (2) menetapkan BMPK sebesar 30% dari modal bank sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. BMPK kepada orang 

dalam bank yang ditetapkan dalam pasal 11 ayat (4) tidak boleh 

melebihi 10% dari modal bank sesuai dengan yang ditetapkan oleh BI. 
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Undang-undang melarang bank memberikan kredit yang 

melampaui BMPK dan pelaksanaan pemberian kredit pada grup 

perusahaan dan orang dalam bank wajib dilaporkan pada BI. Laporan 

tersebut dapat merupakan bahan pengawasan bagi BI. Pelanggaran 

terhadap ketentuan BMPK merupakan tindakan pidana dibidang 

perbankan yaitu kejahatan yang menyangkut ketidaktaatan bank 

terhadap peraturan perbankan. Kejahatan tersebut diatur dalam pasal 

49 ayat (2) hurub b UU perbankan: 

“Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan 

sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi 

bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3(tiga) 

tahun dan paling lama 8(delapan) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 

banyak 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)”. 

 

Pejabat bank yang melanggar BMPK sebagaimana ketentuan pasal 11 

UU perbankan dipandang tidak melakukan langkah-langkah agar bank 

tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perbankan, 

selain dapat dikenakan pidana pihak bank juga dapat dijatuhi sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 UU perbankan 

(Supramono, 2009 : 157-163). 

 

6. Prosedur Umum Pengkreditan 

Prosedur penilaian maupun pemberian kredit antara bank yang satu 

dengan yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan tersebut biasanya hanya 

terletak pada jenis kredit yang disalurkan serta persyaratan pengajuan 

kredit tersebut. Prosedur pemberian kredit secara umum dibedakan antara 

pinjaman perseorangan dengan pinjaman badan hukum, selain itu dapat 

pula dibedakan prosedur pemberian kredit konsumtif dan kredit 

produktif. Prosedur umum pemberian kredit untuk badan hukum adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengajuan Berkas-berkas 

Permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal yang 

dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal 

kredit hendaknya berisi antara lain: 
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(1) Latar belakang perusahaan 

(2) Maksud dan tujuan 

(3) Besarnya kredit dan jangka waktu 

(4) Cara permohon mengembalikan kredit 

(5) Jaminan kredit 

Proposal ini juga dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah 

dipersyaratkan seperti akta notaris, TDP (tanda daftar perusahaan), 

NPWP (nomor pokok wajib pajak), neraca dan laporan rugi laba tiga 

tahun terakhir, bukti diri pemimpin perusahaan serta fotocopy 

sertifikat jaminan. 

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan 

sudah lengkap sesuai persyataran dan sudah benar, jika menurut pihak 

perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera 

melengkapinya dan apa bila sampai batas tertentu nasabah tidak 

sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya 

permohonan kredit dibatalkan saja.  

c. Wawancara I 

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung 

berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah 

berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan 

wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan 

nasabah yang sebenarnya. 

d. On The Spot 

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau 

berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Hasil on the 

spot ini kemudian dicocokan dengan hasil wawancara I. 

e. Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan setelah dilakukan on the spot dilapangan. Catatan yang 

ada pada permohonan dan pada saat wawancara I cocok dengan pada 

saat on the spot untuk dinilai apakah ada kesesuaian dan mengandung 

kebenaran. 

f. Keputusan Kredit 

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan 

diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan 

administrasinya. Administrasi ini biasanya berisi tentang keputusan 

kredit yang mencakup tentang jumlah uang yang diterima, jangka 

waktu kredit dan biaya-biaya yang harus di bayar dan waktu pencairan 

kredit. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Kredit 

yang ditolak, hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan 

masing-masing. 

g. Penandatanganan Akad Kredit atau Perjanjian Lainnya 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka 

sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah 

menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan 
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surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. 

Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara 

langsung atau melalui notaris.  

h. Realisasi Kredit 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganaan surat-surat yang 

diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank 

yang bersangkutan. 

i. Penyaluran atau Penarikan Dana 

Adalah pencarian atau pengambilan uang dari rekening sebagai 

realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil suatu ketentuan dan 

tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap (Kasmir 2012:143-

147).  

 

7. Risk Scoring System 

Risk scoring system adalah suatu sistem yang digunakan untuk 

menilai suatu kredit secara objektif dan realistik, sehingga menghasilkan 

skor risiko yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan biaya 

bunga dan untuk perencanaan dan manajemen portofolio. 

Metode ini memberikan gambaran penilaian atas suatu permohonan 

kredit secara cepat. Penilaian tingkat resiko kredit dari aspek finansial 

(misalnya Current Ratio, Quick Ratio, dan lain sebagainya) dan penilaian 

tingkat risiko kredit dari aspek non finansial (misalnya karakter, 

manajemen dan persaingan). 

Pada penilaian awal, yang menjadi perhatian adalah apakah risiko 

usaha debitur tidak termasuk kriteria risiko yang diterima oleh bank, 

apakah usaha yang akan dibiayai termasuk jenis usaha yang perlu 

dihindari oleh bank, apakah calon debitur termasuk dalam daftar hitam 

bank Indonesia. Apabila calon debitur termasuk dalam salah satu dari 

pertanyaan tersebut (artinya jawaban “ya”), maka permohonan kredit 

langsung di tolak, karena menunjukan tingkat resiko yang akan dihadapi 
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oleh bank. Sebaliknya apabila calon debitur tidak termasuk dalam daftar 

pertanyaan tersebut (artinya jawaban “tidak”), maka akan dilakukan 

penilaian lebih lanjut atas kondisi usaha. Setiap pertanyaan yang harus 

dijawab dalam sistem penilaian resiko (risk scoring system) akan 

diberikan angka bobot risiko. Langkah ini dilakukan untuk menilai 

seberapa besar risiko yang akan di hadapi oleh bank, sehingga bank dapat 

langsung menolak atau memproses lebih lanjut atas permohonan kredit 

tersebut. 

 

8. Konsep Risiko Kredit 

Resiko yang mungkin timbul yaitu gagalnya pengembalian 

sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga 

mempengaruhi pendapatan bank. Mengukur tingkat efektivitas 

penyaluran kredit digunakan rasio sebagai alat ukur yaitu Non 

Performing Loans (NPL). Non Performing Loans (NPL) merupakan rasio 

untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan 

membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan 

(Kasmir, 2002 : 274). Rumus yang digunakan adalah:  

Non performing Loans  
         

            
 x 100% 

Non Performing Loans atau kredit bermasalah yang ada di setiap 

bank tidak boleh lebih dari 5%, jika lebih dari 5% maka bank tersebut 

dianggap tidak sehat. Bank yang memiliki jumlah NPL yang tinggi akan 

mengakibatkan penyendatan penyaluran kredit, dimana karena 

banyaknya kredit bermasalah akan mengakibatkan modal menipis. 



36 
 

 
 

Mustahil bahwa semua kredit yang disalurkan akan 100% berjalan 

dengan lancar, sehingga sedikit banyak akan menghadapi kredit 

bermasalah (Non Performing Loan atau NPL). NPL tersebut dapat 

disebabkan oleh beberapa hal antara lain : 

a. Risiko usaha 

Pada berbagai jenis usaha, masing-masing mempunyai risiko yang 

berbeda-beda. Secara umum jenis usaha yang tingkat keuntungannya 

tinggi, biasanya mengandung risiko yang tinggi pula. Sebaliknya jenis 

usaha yang tingkat keuntungannya rendah, maka risikonya pun 

rendah. 

b. Risiko geografis 

Risiko geografis dari suatu jenis usaha erat kaitannya dengan bencana 

alam, misalnya perkebunan, perternakan/industri yang beralokasi 

berdekatan dengan gunung berapi atau didekat muara sungai yang 

sering terjadi banjir, akan sangat berisiko terkena bencana (semburan 

lahar panas dari gunung berapi atau atau tergenang luapan air karena 

banjir). Jenis usaha yang berada dilingkungan pemukiman penduduk 

namun mengganggu dan mencemari lingkungan baik karena polusi 

maupun limbah beracun dan lain sebagainya, bisa saja usahanya 

diprotes penduduk sehingga harus ditutup. 

c. Risiko keramaian atau keamanan atau perkelahian 

Jelas sekali bahwa situasi keramaian yang tidak kondusif akan sangat 

mengganggu jalannya perusahaan. Situasi keamanan yang buruk dapat 

dicontohkan dengan adanya perkelahian atau tauran, peperangan, yang 

jelas akan memberi dampak negatif terhadap lancarnya usaha yang 

pada akhirnya dapat menggangu kelancaran pengembalian kredit. 

d. Risiko politik atau kebijakan pemerintah 

Banyak terjadi kegagalan kredit yang disebabkan oleh gagalnya usaha 

debitur sebagai akibat dari tidak konsistennya kebijakan atau 

ketentuan pemerintah serta tidak adanya kestabilan politik. 

e. Risiko ketidakstabilan 

Salah satu unsur kredit adalah adanya tenggang waktu antara 

pemberian kredit dengan waktu pembayaran kembali sehingga risiko 

ketidak pastian selalu melekat. 

f. Risiko inflasi 

Secara umum inflasi dapat di definisikan, naiknya harga barang-

barang dan jasa pada umumnya sebagai akibat dari jumlah uang 

(permintaan) yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang 

atau jasa yang tersedia (jumlah penawaran). Akibat dari inflasi adalah 

turunnya nilai mata uang suatu negara. 
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g. Risiko persaingan 

Bank harus benar-benar selektif dalam memberikan kreditnya, artinya 

bank hanya memberikan kredit kepada calon-calon debitur yang dapat 

memenangkan persaingan atas perusahaan sejenis. Calon debitur yang 

tidak dapat bersaing, maka kemungkinan kredit tidak akan kembali 

akibat perusahaan debitur mengalami kerugian sehingga tidak dapat 

menggembalikan pinjamannya pada bank (Firdaus, 2003:34).  

 

9. Kebijakan Kredit 

Kebijakan merupakan suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan 

maupun tulisan yang memberikan suatu batas hukum dan arah tempat 

management action akan dilakukan. Kebijaksanaan perkreditan bank 

harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan harus 

didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian. Berikut ini 

merupakan penjelasan dari asas-asas tersebuat: 

a. Yuridis: Program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang 

perbankan dan ketetapan bank Indonesia. 

b. Ekonomis: Penetapan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat 

bunga kredit yang disalurkan. 

c. Kehati-hatian: Besar plafon kredit (legal lending limit) harus 

ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 

5C dan 7P dari setiap calon peminjam (Hasibuan, 2006 : 92).  

 

10. Kredit Bermasalah 

Nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak 

seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan 

waktu yang telah diperjanjikan. Fakta yang sebenarnya terjadi dalam 

praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan 

pinjaman (kredit) kepada bank, maka akan tergambar perjalanan kredit 

menjadi terhenti atau macet. Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari 

segi hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji, sebagaimana 

telah diketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam-

meminjam uang dan pengembalian kredit atau membayar angsuran kredit 

disebut sebagai prestasi. Nasabah (debitur) yang tidak dapat 



38 
 

 
 

mengembalikan pinjamannya (utang)  jangka waktu pengembalian 

tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi. 

Wanprestasi yang di kenal selama ini adalah antara lain: 

a. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan, 

b. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan,  

c. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,  

d. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, atau 

e. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.  

Apabila macam-macam wanprestasi tersebut dihubungkan dengan kredit 

macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, 

yaitu: 

a. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta 

bunganya). 

b. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya). 

Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan apakah nasabah telah 

membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran, tetap 

tergolong kreditnya sebagai kredit macet.  

c. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka 

waktu yang diperjanjikan berakhir. Nasabah terlambat membayar 

lunas utangnya, hal ini tidak termasuk nasabah membayar lunas 

setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank 

oleh permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian 

yang disepakati bersama (Jadi yang dimaksudkan tidak pernah terjadi 

perubahan perjanjian sedikit pun). Keadaan diatas dapat terjadi, 

setelah bank mengambil langkah untuk menyelesaikannya ke 

pengadilan, nasabah bersangkutan baru bersedia membayar lunas 

kreditnya, karena nasabah merasa khawatir apabila dirinya sampai 

dihukum secara perdata oleh pengadilan akan mengakibatkan 

kepercayaan masyarakat menjadi berkurang (Supramono, 

2009:268:269). 

 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya kredit macet dapat 

diberi pengertian, adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh 

debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus 
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menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi 

barang jaminan. 

 

11. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Bermasalah 

Terjadinya kredit macet ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu faktor yang berasal dari nasabah dan yang 

berasal dari bank. Bank sebagai kreditur tidak terlepas dari kelemahan 

yang dimiliki. Faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan 

dengan nasabah. 

a. Faktor yang berasal dari nasabah 

(1) Nasabah menyalahgunakan kredit  

Setiap kredit yang diperoleh oleh nasabah telah diperjanjikan 

dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. 

Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya, akan 

mengakibatkan nasabah tidak mengembalikan kredit sebagai 

mana mestinya. 

(2) Nasabah kurang mampu mengelolah usahanya 

Nasabah yang telah mengelolah fasilitas kredit, ternyata dalam 

praktek tidak mengelolah usaha yang dibiaya dengan kredit bank. 

Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaan karena 

kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. 

Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas 

sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengkonsumsi 

produk yang dihasilkannya. Keadaan ini mempengaruhi 

penghasilan nasabah tidak menggembirakan, sehingga 

berpengaruh pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya.  

(3) Nasabah beritikad tidak baik 

Beberapa nasabah yang sengaja dengan segala daya upaya 

mendapatkan kredit dari bank. Namun setelah kredit diperoleh 

digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan. 

Nasabah semacam ini sejak awal memang sudah tidak beritikad 

baik, karena memiliki tujuan yang kurang baik. Contohnya Eddy 

Tanzil dalam kasus Bapindo, dengan kredit macet triliunan rupiah 

yang dikucurkan berdasarkan data-data fiktif. 

b. Faktor yang berasal dari bank 

Bank juga dapat sebagai salah satu penyebab terjadinya kredit macet. 

Bank yang memberikan kredit pada nasabah, bank selalu memberikan 

pertimbangan atau analisis yang telah di tetapkan UU Perbankan, 

tidak akuratnya pertimbangan bank akan menjadikan kredit yang 

diberikan nasabahnya akan berjalan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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(1) Kualitas pejabat bank 

Setiap petugas atau pejabat bank manapun di tuntut untuk 

melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga dapat 

tercipta pelayanan terhadap masyarakat yang memadai. Pejabat 

bank yang kurang profesional tentu sulit diharapkan dapat 

memperoleh hasil kerja yang maksimal. Terutama pejabat di 

bagin kredit, kualitasnya dapat mempengaruhi keputusan 

penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya. Contohnya 

adalah kasus Nelow dalam perkara korupsi di BNI dimana 

permohonan kredit triliunan dapat disetujui dalam satu hari. 

Kemudian kasus Towil Heryoto dalam perkara korupsi di 

Bapindo, pengucuran kredit didasarkan data-data fiktif. 

(2) Persaingan antar bank 

Jumlah bank makin hari jumlahnya makin banyak, hal ini 

merupakan hal yang wajar, dengan jumlah penduduk yang 

bertambah mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap bank 

bertambah pula. Bertambahnya pula jumlah bank maka akan 

mempengaruhi persaingan bank akan semakin ketat. 

Bank yang memiliki persaingan usaha, berusaha untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk 

kemudahan di dalam memberikan fasilitas kredit. Memberikan 

pelayanan yang terbaik bertujuan untuk mendapatkan nasabah 

sebanyak-banyaknya dan nasabah yang telah ada tetap digandeng 

agar tidak pindah ke bank lain. 

Persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi bank untuk 

bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang 

mudah kepada nasabah, tetapi di lain pihak langkah yang di ambil 

bank telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. 

Pada awal tahun 1990-an bank berkembang bagaikan cendawan 

dimusim hujan karena Pakto 1988 memberi kemudahan 

mendirikan bank kemudian pada tahun 1996 telah terjadi likuidasi 

terhadap 16 bank, salah satu penyebabnya adalah persaingan yang 

ketat. 

(3) Hubungan intern bank 

Kredit macet juga dapat terjadi karena bank terlalu 

memperhatikan hubungan ke dalam bank, penyaluran kredit tidak 

merata dan lebih cenderung diberikan kepada pengurus dan 

pengawas serta pegawai bank. Menurut pendapat J.B. Sumarlin 

ketika menjadi Menteri Keuangan, bahwa pada tahun 1992 kredit 

macet yang terjadi dibank pemerintah, karena pemilik bank 

menikmati fasilitas kredit yang melampaui batas yang ditentukan. 

Bank juga lebih mengutamakan hubungan dengan perusahan yang 

masih dalam kelompoknya (induk perusahan, anak perusahaan) 

dalam pemberian kredit. 
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(4) Pengawasan bank 

Mulai dari proses pemberian kredit, terjadinya perjanjian kredit, 

sampai dengan pelaksanaan perjanjian kredit selalu mendapat 

pengawasan. Pekerjaan bank di awasi oleh pengawasan interen 

bank dan pengawas exsteren yaitu BI, BPKP khusus untuk bank 

milik negara. Adanya bank yang tidak sehat atau bahkan bank 

terkena likuidasi tidak dapat dilepaskan dari kredit macet sebagai 

penyebabnya. Faktor terjadinya kredit macet adalah karena 

lemahnya pengawasan terhadap bank adanya belasan bank yang 

dilukidasi dan kemudian dalam UU BI diatur pengawasan bank 

diserahkan kepada lembaga pengawasan yang independen secara 

tidak langsung menunjukkan terjadi lemahnya pengawasan BI 

terhadap bank (Supramono, 2009 : 269-272). 

 

F. Teori Perbankan   

1. Pengertian Bank 

UU No. 14 tahun 1967 maupun UU perbankan (UU No. 7 tahun 1992 

dan UU No.10 tahun 1998) pengertian bank pada pokoknya sama, hanya 

bedanya dalam UU perbankan yang sekarang menghilangkan 

kedudukannya sebagai lembaga keuangan dan diganti istilahnya dengan 

badan usaha. Penggantian istilah tersebut, arahnya menjadi lebih jelas 

dari pada pengertian yang dirumuskan pada waktu lalu. Pengertian bank 

sebagaimana pasal 1 angka 2 UU perbankan adalah: Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat 

banyak. Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha, lebih 

menunjukkan bahwa bank kedudukannya sebagai perusahaan yang 

bertujuan mencari keuntungan. Istilah lembaga keuangan bukan 

merupakan perusahaan yang non profit oriented dan lebih tampak 

sebagai lembaga pemegang kas dan bersifat sosial. Bank mencari 

keuntungan dari usahanya mengelolah dana dari masyarakat, namun 

disisi lain bank mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Memberikan fasilitan kredit pada masyarakat diharapkan 

usahanya dapat meningkat. Meningkatnya usaha masyarakat 

menunjukkan adanya peningkatan kemakmuran masyarakat di 

sekitarnya. Peningkatan tersebut juga ikut mendorong kearah 

perkembangan ekonomi nasional ( Supramono 2009: 45). 
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2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Berdasarkan Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan 

hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau tabungan 

pada bank lain. Sementara menurut Undang-undang pokok perbankan 

No. 14 tahun 1967, pengaturan fungsi bank dibedakan kedalam jenis (1) 

Bank Sentral, (2) Bank Umum, (3) Bank Tabungan (4) Bank 

Pembangunan, dan (5) Bank Desa (rurai bank). Dengan diterbitkannya 

Undang-undang No. 7 Tahun 1992, maka hanya dikenal (1) Bank Umum 

dan (2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Dalam menjalankan Operasinya, BPR dilarang untuk menerima 

simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, 

melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan 

modal, dan melakukan usaha perasuransian. Izin usaha BPR diberikan 

oleh Menteri keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 

Bentuk pemilihan badan hukum BPR dapat berupa perusahaan daerah, 

koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lainnya yang sesuai dengan 

peraturan pemerintah. Dilihat dari segi hukum, (1) BPR hanya dapat 

didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), badan-badan 

hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia, 

Pemerintah Daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya, (2) 

BPR yang berbentuk koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan 

ketentuan dalam Undang-Undang tentang perkoperasian yang berlaku, 

(3) BPR yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan sahamnya 

diterbitkan atas nama BPR dan hanya boleh didirikan di desa-desa di 

wilayah kecamatan di luar ibu kota negara, ibukota propinsi, ibukota 

kabupaten, dan kotamadya dengan modal minimal sebesar Rp. 

50.000.000,00 (Simorangkir 2008:38). 

 

Menurut RI No. 10 tahun 1992 pasal 1 ayat 4 Bank Perkreditan Rakyat 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional atau 

berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 
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jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha Bank Perkreditan Rakyat yang 

tercantum dalam Undang-undang  No. 7 tahun 1992 pasal 13 meliputi : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

b. Memberikan kredit 

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip 

syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. 

 

BPR melaksanakan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan 

menggunkan prinsip kehati-hatian. Tujuan BPR adalah sebagai lembaga 

keuangan penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 

kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sesuai dengan 

peranannya BPR sebagai penghimpun dana dari sektor masyarakat 

berpendapatan rendah dan menyalurkan dana kepada kelompok 

pengusaha ekonomi lemah, maka BPR memiliki sasaran tertentu yaitu 

melayani kebutuhan para petani, perternak, nelayan, pedagang, 

pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat 

terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih menyediakan pemerataan 

ekonomi.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitan 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang 

peneliti sebagai alat penuntun dalam melakukan suatu penilaian terhadap suatu 

obyek. Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang sangat penting, 

karena apabila tidak diperhatikan akan terdapat suatu kesalahan dalam penelitian 

data, analisis data serta pengambilan keputusan atas hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

Dilihat dari masalah yang diselidiki, maka penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. “Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-

situasi, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh 

dari suatu fenomena. Pada penelitian ini peneliti mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Hasan,2002:13-

14)”. 

 

Pengertian lain tentang  penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menemukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan 

data-data yang ada (Narbuko, 2003: 44). Berdasarkan pendapat tersebut, pada 

dasarnya penelitian deskriptif adalah menyakijan data, menganalisis dan 

menginterprestasi. Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari secara khusus 

suatu obyek pada PD. BPR Tugu Artha Malang terutama pada sistem dan 

prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan PD. BPR Tugu Artha  

Malang guna mengatasi kredit bermasalah. 
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B. Variabel dan pengukuran 

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan 

variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah objek penelitian atau 

segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut yang kemudian untuk ditarik kesimpulannya. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

“Penelitian deskriptif adalah menyajikan data secara sistematis sehingga dapat 

lebih mudah dipahami dan disimpulkan (Moelong, 2000:63)”. Variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem dan Prosedur pemberian kredit modal kerja: 

a. Evaluasi struktur organisasi 

b. Evaluasi sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja 

2. Kredit Bermasalah 

a. Jumlah kredit modal kerja yang disalurkan 

b. Jumlah kredit macet atau  Non Performing Loans (NPL). 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu 

Artha, yang terletak di Jalan Borobudur 18 Malang tlp. (0341) 491545 Fax. 

(0341) 476212. Pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa bank tersebut adalah 

semakin meningkatnya pertumbuhan kredit yang dinilai memiliki risiko yang 

cukup besar sehingga diperlukan sistem dan prosedur pemberian kredit yang 

efektif.  
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D. Sumber Data 

Data adalah informasi berdasarkan fakta yang terjadi pada saat penelitian 

berlangsung. Data sangat diperlukan dalam menentukan metode penelitian yang 

akan digunakan. Penelitian ini membedakan  sumber data  menjadi dua yaitu: 

1. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh melalu pengamatan langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya oleh peneliti dari bank 

yang menjadi objek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari karyawan 

PD. BPR Tugu Arta Malang yang berkaitan dengan sistem penyaluran 

kredit modal kerja dengan cara interview, observasi, dan dokumentasi. 

2. Data sekunder 

Merupakan data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. 

Adapun sebagian sumber data sekunder adalah pihak intern perusahaan 

yang menjadi objek penelitian maupun pihak ekstern. Data sekunder ini 

terdiri dari hasil laporan, gambaran umum perusahaan, dan data-data 

yang diterbitkan oleh PD. BPR Tugu Arta Malang.  

 

E. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah sutu kegiatan mengumpulkan informasi-

informasi berdasarkan fakta atau realita yang terjadi pada saat penelitian 

dilakukan. Pengertian tersebut dapat mejelaskan bahwa pengumpulan data 

merupakan salah satu rangkaian penelitian yang penting karena dari kegiatan 

inilah dapat diperoleh data-data yang berguna sebagai informasi yang menjadi 
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dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Pengamatan atau observasi 

Penelitian dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian yaitu proses sistem dan prosedur dalam penyaluran kredit 

modal kerja kepada nasabah, kemudian mencatat apa yang telah diamati 

untuk mengetahui secara langsung terjadinya proses sistem dan prosedur 

pemberian kredit modal kerja kepada nasabah dan mengolah informasi 

tersebut untuk pemenuhan tujuan penelitian. 

2. Wawancara atau interview 

Merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh suatu data atau 

informasi yang diinginkan dengan cara bertanya langsung dengan pihak 

responden yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data yang 

diperlukan dalam wawancara ini adalah sejarah perusahaan atau 

gambaran umum dari PD. BPR Tugu Arta Malang, struktur organisasi 

dan job  describtion, serta sistem dan prosedur dalam penyaluran kredit 

modal kerja dan kebijakan yang diterapkan oleh PD. BPR Tugu Arta 

Malang  dalam penerapan sistem tersebut. 

3. Dokumentasi 

Merupakan salah satu metode atau cara pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan catatan-catatan 

pada masa lalu yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk 

diteliti lebih lanjut. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini adalah 
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gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, daftar tunggakan kredit, 

dan formulir-formulir yang digunakan dalam sistem dan prosedur 

penyaluran kredit modal kerja. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam penelitian, sehingga dengan 

alat bantu tersebut data-data yang diperlukan dalam penelitian dapat dikumpulkan 

untuk selanjutnya data tersebut akan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Pedoman observasi 

Merupakan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung 

yang berada di lapangan untuk dicatat atau ditulis sebagai bahan untuk 

kemudian dianalisis menggunakan teori dan pengetahuan penelitian. 

Mencatat proses sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja 

secara langsung sebagai bukti dari pengamatan. 

2. Pedoman wawancara 

Merupakan panduan pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan 

wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam masalah penelitian. 

Pedoman wawancara untuk memberikan pertanyaan yang akan diajukan 

kepada karyawan PD. BPR Tugu Arta Malang menjadi lebih terarah dan 

wawancara yang dilakukan dapat mencapai tujuan.  
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3. Pedoman dokumentasi 

Merupakan pedoman mengumpulkan data-data yang diperlukan dan 

mencatatnya dengan menggunakan alat bantu yang dapat berupa alat tulis 

yang dipakai peneliti untuk mencatat dokumen yang tersedia. Sehingga 

dengan adanya instrumen ini maka peneliti dapat terhindar dari kesalahan 

terhadap apa yang akan diamati. Penulis mengumpulkan dokumen-

dokumen berupa laporan keuangan, struktur organisasi, dan flowchart 

sistem pemberian kredit. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk mengolah data mentah yang bertujuan 

untuk menyajikan sebuah informasi dan memberikan alternatif pemecahan 

masalah dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan tujuan dari analisis data 

adalah membatasi penemuan-penemuan data sehingga menjadi suatu data yang 

teratur, tersusun dan lebih berarti di dalam menerapkan sistem dan prosedur 

pemberian kredit umum modal kerja. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif dengan metode studi kasus yang bersifat menggambarkan sistem dan 

prosedur dalam pemberian kredit umum modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha 

Malang. Berdasarkan permasalahan yang ada maka langkah-langkah dalam 

menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Sistem dan Prosedur Kredit Modal kerja 

a. Menganalisis struktur organisasi pada PD. BPR Tugu Arta Malang 

sehingga dapat diketahui tugas dan wewenang serta tanggung jawab 

dari masing-masing bagian. 

b. Menganalisis sistem dan prosedur penyaluran kredit modal kerja pada 

PD. BPR Tugu Artha Malang. 

2. Kredit Bermasalah: 

a. Menganalisis aspek penilaian kredit hingga kredit yang diajukan dapat 

direalisasikan. 

b. Menganalisis kredit bermasalah selama 3 (tiga) periode, berupa 

analisis jumlah debitur, dan analisis jumlah Non Performing Loan 

(NPL). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah Singkat PD Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Malang 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat didirikan sejak tahun 

1951 dengan nama Bank Pasar Kota Praja Malang ini sesuai dengan 

peraturan Daerah Kota Praja Malang nomor 35/DPR tanggal 2 juli 1951 dan 

Nomor 36/DPR tanggal 2 juli 1951 tentang Bank Pasar Kota Praja Malang. 

Proses perjalanan, Bank Pasar Kota Praja Malang mengalami 

kendala dan hambatan yang mengakibatkan Bank Pasar kota Praja Malang 

tidak hidup. Hingga pada tahun 1978 dinyatakan hidup kembali sesuai 

dengan surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang tanggal 

17 Mei 1978 Nomor U/5/54/V/1978 tentang menghidupkan kembali Bank 

Pasar Kotamadya Daerah tingkat II Malang. 

Pada tahun 1981 Bank Pasar dirubah bentuk hukumnya dan 

ditetapkan menjadi Perusahaan daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah 

Tingkat II Malang. Ini sesuai dengan Peraturan  Daerah Kotamadya Dati II 

Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar 

Kotamadya Dati II Malang tanggal 17 September 1981. Peraturan Daerah 

ini mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama tanggal 18 Mei 1986 

dan perubahan kedua tanggal 27 Juni 1987. 
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Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang Pada 

tahun 1989 mengalami kendala dan hambatan yang sangat serius yang 

mengakibatkan Perusahaan Daerah Bank Pasar sejak bulan November 1989 

sampai pada bulan Juli 1991 Dinyatakan tidak aktif. Proses tersebut 

berlangsung sampai akhir tahun 1994, hingga pada awal tahun 1995 

Perusahaan Daerah Bank Pasar dinyatakan beroperasi kembali, tepatnya 1 

Januari 1995 sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah 

Tingkat II Malang Nomor 580/172/428.73/1995 perihal pengoperasian 

Kembali Perusahaan Daerah Bank Pasar ini juga disertai modal sebesar 

Rp25juta. Harapannya agar Bank Pasar mampu mengelolah modal tersebut 

agar tidak mengalami kebangkrutan dan mampu untuk memacu dan 

menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan yang berbasis pada 

ekonomi kerakyatan serta meningkatkan pelayanan dalam permodalan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang 

Bank perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam negri Nomor 4 tahun 

1993 Tentang Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat, 

Lembaga/Badan/Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah bentuk 

hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. 

Inilah yang mendasari dikeluarkannya peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1998 tentang perusahaan daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. 

PD. BPR Kota Malang juga masih belum bisa mengalami 

perkembangan yang maksimal seperti yang diharapkan, hingga pada tahun 
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2001 setelah mendapat dana lagi sebesar 125 juta PD.BPR Kota Malang 

dapat beroperasi lancar dan pada tahun 2002 dan dapat memberikan 

kontribusi pada PAD dari hasil laba perusahaan. PD.BPR Kota Malang 

mengalami perubahan nama, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota 

Malang No.5 Tahun 2005, tanggal 15 Desember 2005 dan keputusan 

Pemimpin Bank Indonesia No. 8/2/Kep.PBI/ML/’05, tanggal 17 Juli 2006 

PD BPR Kota Malang mengalami perubahan nama menjadi PD. BPR Tugu 

Artha. 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha didirikan 

dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian 

dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah/PAD dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat. 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat memiliki tugas untuk 

mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah 

melalui kegiatan sebagai bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan 

dan peraturan yang berlaku. 

Mengingat  sejarah berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat dengan 

berbagai permasalahan dan memiliki pesaing yang semakin ketat antar 

perbankan, maka agar dapat berkembang pesat BPR Tugu Artha berusaha 

menjaga mutu pelayanan yang berkualitas dengan sistem pelayanan prima. 
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2. Tujuan dan Sasaran  

a. Tujuan 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha 

didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membangun dan 

mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah 

disegala bidang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah/PAD 

dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat yaitu dengan cara 

meningkatkan penggalian dana masyarakat berupa tabungan atau 

deposito dan meningkatkan pemberian pelayanan kredit kepada 

masyarakat. Tujuan tersebut merupakan salah satu strategi 

mengembangkan perusahaan di dalam era globalisasi perdagangan, 

peran dan posisi pelanggan sangat penting dalam penentuan strategi 

pengelolahan perusahaan. 

Berkembangnya dunia perbankan dan banyaknya tuntutan 

masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, maka PD. Bank 

Perkreditan Rakyat Tugu Artha dituntut untuk secara terus menerus 

meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan prima baik secara 

eksternal maupun internal. PD. BPR Tugu Artha memiliki tujuan 

secara eksternal yaitu dapat memberikan pelayanan secara optimal 

kepada masyarakat serta berupaya menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat dalam hal menyimpan dananya, sedangkan secara internal 

berusaha meningkatkan kualitas personal/ sumber daya manusia yaitu 

lewat pelatihan-pelatiha, serta meningkatkan manajemen pengelolahan 
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dengan memperbaiki sistem, sarana, dan prasarana serta berupaya 

meningkatkan aset permodalan. 

b. Sasaran 

Sasaran PD. BPR Tugu Artha adalah pedagang dilingkup pasar, 

pengusaha mikro dan kecil, pegawai negri sipil di Pemerintah Kota 

Malang serta masyarakat umum. Sasaran ini menyelaraskan dengan 

apa yang telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) bahwa perbankan harus membuat kesempatan yang luas 

kepada masyarakat dan memberikan prioritas dalam pemberian kredit 

kepada pengusaha mikro, kecil menengah dan koperasi. Pemerintah 

selaku Bank Indonesia memberikan Kepercayaan penuh kepada bank 

untuk mengalokasikan dana masyarakat yang terhimpun guna 

melayani kebutuhan kredit usaha mikro, kecil, koperasi dalam rangka 

meratakan dan memperlancar kesempatan usaha serta memperluas 

kesempatan kerja. 

 

3. Susunan pengurus 

Berdasarkan pada Keputusan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 

Tahun 1998 tanggal 3 Desember 1998 yang telah dirubah dengan Perda 

No.5 tahun 2005 hirarkhi organisasi Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat berada ditangan Dewan Pengawas. Susunan pengurus 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha adalah sebagai 

berikut: 

  



56 
 

 
 

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

Susunan ke pengurus PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha dapat 

dijelaskan tugas dan fungsi kerja  dari masing-masing bagian, secara 

garis besar sebagai berikut: 

a. Dewan Pengawas  

(1) Menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan. 

(2) Pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Tugu Artha. 

(3) Menyusun tata cara pengawasan atas pengurusan PD. BPR Tugu 

Artha. 

(4) Melakukan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Tugu Artha. 

(5) Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keungan PD. BPR 

Tugu Artha. 

Bagian 

Pembukuan 

Bagian 

Kas 

Bagian

Dana 

Bagian 

Kredit 
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Umum 

Costumer 

Service 
Asisten 
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b. Direksi 

(1) Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dalam 

pelaksanaan tugas dan melakukan pembinaan serta pengendalian 

terhadap bagian-bagian berdasarkan azas keseimbangan dan 

keserasian. 

(2) Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan 

(pengelolaan) perusahaan PD. BPR Tugu Artha. 

(3) Memimpin PD. BPR Tugu Artha berdasarkan kebijakan umum 

yang ditetapkan dewan pengawas. 

(4) Menyusun dan menyampaikan rencana korporat (corporate plan) 

dan anggaran perusahaan kepada kepala Daerah melalui Dewan 

Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, 

perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan 

pengawasan untuk mendapatkan pengesahan. 

(5) Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terjadi atas 

neraca dan perhitungan laba dan rugi perusahaan kepada Kepala 

Daerah melalui pengawasan. 

(6) Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha 

berkala dan kegiatan perusahaan tiap tiga bulan sekali kepada 

Kepala Daerah atau RUPS melalui Dewan Pengawasan. 

c. Satuan Pengawasan Intern  

(1) Melakukan pengawasan intern atas kegiatan-kegiatan perusahaan. 
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(2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja, menyelenggarakan tata kerja dan prosedur dari unit-

unit organisasi menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan 

keamanan dan ketertiban perusahaan. 

(3) Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan 

operasional perusahaan. 

(4) Melakukan audit atas administrasi keuangan dan pengelolahan 

penggunaan dana seluruh kekayaan milik perusahaan. 

(5) Melakukan supervisi atas agunan dan lain-lain jaminan yang 

diterima perusahaan. 

(6) Memberikan saran dan pertimbangan-pertimbangan tentang 

langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil 

dibidang tugasnya. 

d. Bagian Umum  

(1) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta 

melaporkan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan 

ketatausahaan, pendapatan, atau data elektronik dan kerumah 

tanggaan. 

(2) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap 

kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3) Menyiapkan urusan surat menyurat dan kearsipan. 

(4) Menyiapkan perencanaan kebutuhan pegawai dan pendidikan 

pegawai. 
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(5) Menyiapkan pengadaan peralatan perusahaan. 

(6) Merawat barang-barang inventaris. 

(7) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah 

atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. 

e. Bagian Dana 

(1) Mengusahakan dan mengkoordinasi pengembangan dana 

perusahaan. 

(2) Mengkoordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan 

dan pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3) Melakukan pengembangan dana. 

(4) Mengurus administrasi keluar masuknya dana perusahaan. 

(5) Memeriksa dan menandatangani voucer laporan mutasi dana. 

(6) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah 

atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 

f. Bagian Kredit 

(1) Melakukan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada 

nasabah. 

(2) Mengkoordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan 

dan pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3) Memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit 

kepada para calon nasabah. 

(4) Memberikan keputusan kredit sebagaimana yang ditentukan oleh 

direksi. 
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(5) Meneliti syarat-syarat serta mengadakan analisa kredit. 

(6) Mengajukan usulan pada direksi terhadap permohonan kredit 

diatas kewenangannya. 

(7) Membuat administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti 

perjanjian kredit. 

(8) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumen-dokumen yang berkenan dengan tugasnya. 

(9) Membuat perencanaan kredit dan memberikan saran dan 

pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan 

yang perlu diambil dibidang tugasnya. 

g. Bagian Kas  

(1) Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan masuk dan keluar uang kas. 

(2) Mengkoordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan 

dan pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3) Memeriksa kebenaran laporan kas harian. 

(4) Menyediakan pengeluaran cheque untuk direksi. 

(5) Pemegang kunci kas. 

(6) Memberikan saran pertimbangan tentang langkah-langkah atau 

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 

h. Bagian Pembukuan 

(1) Membuat pembukuan dan menerima laporan-laporan dari bagian-

bagian lain. 
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(2) Mengkoordinasi, pengawasan, dan pengaruh terhadap kegiatan 

dan pelaksanaan tugas bawahannya. 

(3) Membuat pembukuan dari laporan setiap bagian. 

(4) Melakukan evaluasi dari laporan-laporan setiap bagian. 

(5) Membuat laporan pembukuan. 

(6) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah 

atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 

i. Costumer Service (CS) 

(1) Memeriksa kelengkapan dokumen perkreditan. 

(2) Membuat nota pencairan, pembayaran kredit dan laporan mutasi 

harian. 

(3) Memeriksa rekening debitur dan keterlambatannya. 

(4) Mengatur dan menyusun arsip perkreditan. 

j. Administrasi Kredit 

(1) Bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan 

administrasi kredit termasuk atas kegiatan pinjaman pihak lain. 

(2) Menerima memorandom atas fasilitas kredit baru, perpanjangan 

tambahan kredit. 

(3) Melaksanakan realisasi kredit sesuai dengan pemerintah pada 

memorandum kredit dan membuat nota kredit. 

(4) Mencatat setiap setoran pinjaman kedalam kartu pinjaman, 

mencatat realisasi kredit kedalam buku register. 

(5) Membuat file dan menyimpan jaminan, menurut nomor pinjaman. 
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k. Account Officer (AO) 

(1) Membuat hasil laporan di lapangan. 

(2) Melakukan penagihan bagi nasabah yang menunggak. 

(3) Melakukan secara baik penempatan dana maupun penyalurannya 

yang dibagi dalam tahap sektor-sektor ekonomi atau usaha serta 

jadwal pencapaiannya. 

(4) Merencanakan kunjungan pada calon nasabah kredit untuk 

mendapat data atau keterangan yang diperlukan dalam upaya 

penyalur kredit. 

(5) Mengusahakan secara optimal target penyaluran dana dapat 

tercapai.  

 

4. Visi dan Misi 

a. Visi 

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana PD.BPR 

Tugu Artha Kota Malang harus dibawa dan berkarya agar tetap 

konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Visi 

adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. 

Visi dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang adalah : 

“Mewujudkan BPR Tugu Artha yang sehat dan terpercaya“ 

Visi ini mengharapkan suatu kontribusi yang nyata dari adanya PD. 

Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha terhadap pertumbuhan 
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perekonomian masyarakat kota Malang dan meningkatnya peran serta 

masyarakat dalam pembangunan.  

b. Misi 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh 

PD.BPR Tugu Artha Kota Malang, sesuai visi yang ditetapkan, agar 

tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Pernyataan misi 

tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan 

dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan 

program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu-waktu 

yang akan datang. Misi dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha 

adalah sebagai berikut: 

(1) Memberikan pelayan prima pada nasabah. 

(2) Meningkatnya peran aktif dalam pengembangan usaha mikro dan 

kecil. 

(3) Memperoleh laba secara optimal. 

(4) Meningkatnya sumber daya manusia yang profesional. 

(5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

Misi ini dilaksanakan agar PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha 

ini dapat memelihara kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, 

khususnya perbankan milik daerah. Pelaksanaan dalam melayani 

publik atau nasabah semakin berkembang serta pelayanan prima yang 

terus diterapkan dapat terwujud maka PD.Bank Perkreditan Rakyat 

Tugu. 
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Artha mempunyai  M O T T O sebagai berikut : 

(1) Sukses anda kebahagian kami. 

(2) Pelayanan dengan hati yang bersih. 

 

5. Jenis-jenis Pelayanan meliputi 

a. Pelayanan kepada pihak ke tiga yaitu : 

(1) Nasabah deposito 

(2) Nasabah tabungan 

b. Pelayanan kredit yang terdiri dari : 

(1) Kredit modal kerja (untuk pedagang dan masyarakat umum) 

(2) Kredit kosumsi (untuk pegawai negeri sipil) 

 

6. Waktu Realisasi Kredit 

a. Masyarakat Umum/Pedagang: 

(1) Nasabah lama waktu proses realisasi 1 (satu) hari. 

(2) Nasabah baru waktu proses realisasi 2 s/d 3 hari 

b. Pegawai Negri/PNS  

(1) Waktu Realisasi 1(satu) s/d 2 (dua) hari. 

 

7. Batasan Wewenang Pemberian Kredit 

Pemberian kredit dapat memenuhi tepat guna, tepat sasaran dan 

tidak terjadi penyimpangan serta tidak melampaui batas maksimal 

pemberian kredit maka ditetapkan batas wewenang sebagai berikut: 

a. Kabag. Kredit pinjaman Rp500.000 - Rp10.000.000 

b. Direksi pinjaman Rp10.000.000 - Rp50.000.000 
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c. Direksi melalui pertimbangan Dewan Pengawas pinjaman 

Rp50.000.000 s/d diatas Rp100.000.000. 

 

8. Sarana dan Prasarana 

Sarana pelayanan adalah sarana yang harus disediakan dalam 

rangka proses pelayanan agar terjadi proses pelayanan cepat dan tepat 

seperti yang diharapka, sedangkan prasarana pelayanan adalah fasilitas 

yang disediakan dalam rangka memberikan dukungan pelayanan prima. 

Sarana dan prasarana itu antara lain : 

a. Computer 

b. Telpon dan faximile 

c. Lahan parkir yang luas dan bebas biaya parkir 

d. Ruang tunggu yang luas 

e. Fasilitas air mineral gratis 

f. Papan informasi tentang perbankan 

g. WC/kamar mandi yang bersih. 

 

9. Kompetensi Petugas yang ada pada PD.BPR Tugu Artha sebagai 

berikut: 

a. Tenaga lapangan dan bagaian survey : 4 orang 

b. Tenaga administrasi   : 7 orang 

c. Tenaga kebersihan dan keamanan : 3 orang 
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10. Tingkat Suku Bunga Pinjaman 

a. Kredit modal kerja 

(1) Rp1.000.000 - Rp2.000.000 = 2% 

(2) Rp2.000.000 - Rp10.000.000 = 1,75% 

(3) ≥ Rp10.000.000 = 1,5%  

b. Kredit konsumtif/ PNS 

(1) Rp1.000.000 - Rp100.000.000 = 1,25% 

 

11. Biaya kredit 

a. Kredit modal kerja 

(1) Biaya administrasi 1,5% dari pokok pinjaman  

(2) Simpanan wajib 1% 

(3) Potongan asuransi Bumi Putra 

b. Kredit konsumtif 

(1) Biaya administrasi 2,5% dari pokok pinjaman 

(2) Simpanan wajib 1% 

(3) Potongan asuransi Bumi Putra 

 

B. Penyajian Data 

1. Pelayanan kepada pihak ke III (tiga) 

a. Deposito jenis simpanan atau penerimaan dana dari pihak ke 3 (tiga) 

yang menginvestasikan dananya kepada pihak bank dengan berjangka 
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waktu atau menurut ketentuan aturan bank. Pelayanan deposito 

meliputi penyetoran dan penarikan atau pengambilan dana.  

Syarat-syarat dan prosedur penyetoran deposito antara lain : 

(1) Pihak ke tiga atau deposan menyerahkan foto copy KTP atau 

identitas lain yang masih berlaku serta mengisi formulir 

permohonan secara lengkap yang kemudian menyerahkan 

kembali ke bagaian dana. 

(2) Setoran minimal Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 

kemudian bagaian dana mengadakan wawancara dengan 

deposan/investor meliputi: 

(1) Tujuan penempatan 

(2) Jangka waktu penempatan 

(3) Jasa bunga simpanan 

(4) Ketentuan yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan yang 

ada. 

(3) Setelah diteliti dan sudah benar maka oleh bagaian dana 

dibuatkan warkat penerimaan uang deposito. 

(4) Pihak ke tiga kemudian menyerahkan dananya kepada pihak bank 

melalui bagaian kas sesuai dengan warkat penyetoran deposito 

dari bag.dana. 

(5) Sesuai dengan bukti penyetoran dari bag.kas dimasukkan dalam 

register dan dibuatkan “Sertifikat Deposito”. 
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(6) Bagaian kas mencatat dalam buku kas harian dan kemudian 

diberikan data ke bagian pembukuan untuk dilakukan pencatatan.  

Sedangkan untuk pengambilan deposito syarat dan prosedurnya : 

(1) Pihak ketiga atau deposan terlebih dahulu melakukan 

pemberitahuan ke bagian kas bahwa dana yang diinvestasikan 

akan diambil dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. 

(2) Bagian kas menyiapkan dana sebesar deposito pengambilan 

tersebut sesuai tanggal yang sudah disepakati. 

(3) Pihak deposan menyerahkan Sertifikat deposito kepada direksi 

melalui bagian dana untuk ditanda-tangani sebagai bukti 

kebenarannya dan dibuatkan warkat pengambilan dana deposito 

secara tunai yang kemudian diserahkan pada bagaian kas. 

(4) Bagian kas menerima warkat pengambilan tunai dari bag. dana 

untuk ditanda tangani oleh deposan dan menyerahkan dana 

tersebut sesuai dengan warkatnya. 

(5) Bagian kas mencatat ke buku kas harian dengan melampirkan 

sertifikat deposito beserta warkat pengambilannya untuk ditanda 

tangani direktur. 

(6) Bagian dana dan pembukuan juga melakukan pencatatan 

berdasarkan data dari lampiran buku kas harian. 

b. Tabungan penerimaan dana dari para pedagang atau masyarakat 

umum yang diambil langsung oleh petugas lapangan atau pihak 

nasabah datang sendiri ke kantor PD.BPR Tugu Artha. Jenis tabungan 
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ini dikategorikan juga prosedur penerimaan dan pengambilan dana. 

Syarat dan prosedur penerimaan tabungan : 

(1) Pihak penabung memberikan foto kopi identitas berupa KTP atau 

identitas lain yang masih berlaku kemudian mengisi formulir 

permohonan tabungan yang sudah disediakan petugas, setelah 

selesai menyerahkan kepada petugas bagian dana untuk membuka 

rekening baru. Selanjutnya bagian dana memberi buku tabungan 

kepada nasabah dengan terlebih dahulu mengisi saldo awal 

Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Penabung yang datang 

langsung ke kantor PD BPR Tugu Artha langsung dilayani oleh 

petugas front office sedangkan untuk para pedagang yang ada 

dipasar-pasar bagian petugas luar melakukan pengambilan uang 

setiap hari atau mingguan dan selanjutnya. 

(2) Petugas luar atau petugas front office melakukan penyetoran ke 

bagian kas dengan melampirkan bukti setor tabungan secara 

lengkap. 

(3) Bagian kas mencatat dalam buku kas harian setelah itu lembar 

nota bukti setor kas diserahkan ke bagian dana untuk dilakukan 

pencatatan berdasarkan nomor rekening yang sudah ada. 

(4) Setelah dilakukan pencatatan bagian dana menyerahkan bukti 

setor kembali ke bagian kas untuk dijadikan satu dengan 

transaksi-transaksi lain sesuai dengan tanggal penerimaan. 
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2. Pelayanan Kredit 

Pemberian kredit perbankan pada hakekatnya dapat menggerakkan sektor 

riil dalam perekonomian nasional, yang dalam perkembangannya 

memberikan sumbangan terhadap perekonomian makro yang antara lain 

disebabkan oleh adanya pertambahan produk barang dan jasa, 

penyerapan tenaga kerja, pembayaran pajak dan retribusi dan sebagainya 

oleh kegiatan usaha yang dibiayai dengan kredit perbankan. Pemberian 

kredit mengandung sesuatu dampak positif terhadap perekonomian. 

Dampak negatif yang melekat dalam pemberian kredit yaitu berupa 

kegagalan kredit yang terjadi karena terdapatnya berbagai kerawanan 

dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pelayanan kredit. Pemberian 

kredit yang di layani olehPD.BPR Tugu Artha Kota Malang  antara lain : 

a. Kredit Modal Kerja 

Merupakan kredit bagi para pedagang atau masyarakat umum yang 

berada diwilayah seputar kota Malang. Syarat-syarat serta 

prosedurnya sebagai berikut : 

(1) Calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit diberikan 

blangko Permohonan Kredit dan diisi lengkap sesuai biodata 

aslinya serta dengan menyerahkan foto copy Kartu Tanda 

Penduduk, foto copy Kartu Keluarga (KK). 

(2) Permohonan kredit oleh petugas lapangan diserahkan ke bag. 

kredit untuk diteliti keabsaannya yaitu berupa pengecekan 

anggunan dan lain-lain agar sesuai dengan ketentuan yang ada. 
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(3) Permohonan kredit yang diajukan melebihi batasan yang 

ditentukan oleh PD.BPR Tugu Artha Kota Malang harus ada 

jaminan. 

(4) Khusus nasabah baru perlu diadakan survey oleh bagian kredit 

untuk diteliti kelayakannya yang kemudian dievaluasi oleh bagian 

S.P.I (Satuan Pengawas Intern) tentang anggunan yang 

diserahkan. 

(5) Setelah diadakan konfirmasi dari pihak survey dengan bagian 

kredit, maka bagian kredit memberikan rekomendasi dengan 

menyetujui atau menolak pada lembar permohonan kredit. 

(6) Selanjutnya diajukan kepada bag. SPI dan diteruskan kepada 

Direksi untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan 

data-data yang lengkap beserta jaminannya (jaminan harus atas 

nama sendiri dan masa-nya masih berlaku). 

(7) Setelah mendapat persetujuan dari direksi, oleh bagian kredit 

dibuatkan surat perjanjian kredit atau Surat-surat Perjanjian 

aksesoris lain yang bersifat mengikat anggunan dan nota 

kreditnya. 

(8) Apabila pihak debitur atau nasabah tidak keberatan dengan 

ketentuan atau aturan-aturan yang ada pada surat perjanjian kredit 

maka terjadilah transaksi hutang piutang yaitu dengan 

menyerahkan nota kredit ke bagian kas untuk merealisasikannya. 
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(9) Kepada nasabah diberikan nota kredit pada lembar ke 4 (empat), 

lembar ke 3 (tiga) ke bagaian dana untuk pencatatan tabungan, 

lembar ke 2 (dua) sebagai arsip beserta surat perjanjian kredit, 

lembar 1 (satu) untuk bagian kas guna proses pencatatan pada 

buku kas harian. 

(10) Apabila berkas surat perjanjian kredit sudah lengkap dan benar 

maka oleh bagian kredit diajukan ke direksi untuk dimintakan 

tanda-tangan atas dikeluarkannya realisasi kredit. 

(11) Surat perjanjian kredit yang sudah ditanda tangani direksi 

disimpan oleh bagian kredit, jaminan atau agunanya disendirikan 

dan disimpan pada brankas yang terlebih dulu dicatat pada buku 

jaminan.  

b. Kredit Kosumtif atau PNS  

Merupakan pemberian pelayan kredit terhadap para Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dilingkunan Pemerintah Kota Malang.   Sedangkan  

syarat-syarat serta prosedurnya   antara lain : 

(1) Blangko permohonan kredit diisi sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang ada. 

(2) Menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku atau identitas 

lain, struk gaji bulan pengajuan kredit, foto copy SK terakhir, foto 

copy Kartu Keluarga (KK), apabila besarnya pinjaman melebihi 

plafon yang telah ditentukan maka pihak kreditur atau nasabah 
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harus memberikan jaminan tambahan  berupa Taspen, SK Capeg 

dan Karpeg. 

(3) Kemudian bagian kredit meneliti kelayakannya dengan 

mengkonfirmasikan dengan bendahara gaji nasabah itu (SKPD 

tempat bendahara gaji memberikan rekomendasi permohonan 

kredit tersebut) setelah adanya pernyataan bahwa gajinya cukup 

untuk dilakukan pemotongan pada awal bulan, maka bag.kredit 

membawa permohonan tersebut ke bagian S.P.I (Satuan 

Pengawas Intern) untuk dievaluasi kelayakannya tentang 

anggunan yang diserahkan apabila ada anggunannya, dan apabila 

ternyata gaji tidak mencukupi maka bag.kredit berhak menolak 

pengajuan tersebut. 

(4) Selanjutnya diajukan kepada direksi untuk mendapatkan 

persetujuan dengan melampirkan data-data yang lengkap    

beserta   jaminannya. 

(5) Setelah mendapat persetujuan dari direksi, oleh bagian kredit 

dilengkapi dengan surat perjanjian kredit  dan nota kredit. 

(6) Apabila pihak kreditur atau nasabah tidak keberatan dengan 

ketentuan atau aturan-aturan yang ada pada surat perjanjian kredit 

maka terjadilah transaksi hutang pihutang yaitu dengan 

menyerahkan nota kredit ke bagian kas untuk merealisasikannya. 

(7) Kepada nasabah diberikan nota kredit pada lembar ke 4 (empat), 

lembar ke 3 (tiga) ke bagaian dana untuk pencatatan tabungan, 
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lembar ke 2 (dua) sebagai arsip beserta surat perjanjian kredit, 

lembar 1 (satu) untuk bagian kas guna proses pencatatan pada 

buku kas harian. 

(8) Apabila berkas surat perjanjian kredit sudah lengkap dan benar 

maka oleh bagian kredit diajukan ke direksi untuk dimintakan 

tanda-tangan atas dikeluarkannya realisasi kredit. 

(9) Surat perjanjian kredit yang sudah ditanda tangani direksi 

disimpan oleh bagian kredit, jaminan atau agunanya disendirikan 

dan disimpan pada brankas yang terlebih dulu dicatat pada buku 

jaminan. 
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3. Flowchart Pengajuan Kredit Modal kerja Pada PD BPR Tugu Artha Malang 

Gambar 2 Flowchart Pengajuan Kredit Modal kerja Pada PD BPR Tugu Artha Malang 

Nasabah Surveyer B. Analisa B. Kredit B. Kas B. Dana Dirut 
 

 
      

Sumber: PD. BPR Tugu Artha Malang 
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4. Laporan Keuangan dan Laporan Rugi-Laba  

Penyajian laporan keuangan PD. BPR Tugu Artha Malang disajikan 

dalam bentuk neraca per 31 desember 2009 sampai dengan neraca per 31 

desember 2011 dan laporan rugi /laba periode 31 desember 2009 sampai 

dengan laporan rugi/laba periode 31 desember 2011 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2 Neraca PD.BPR Tugu Artha per 31 Desember 2009 

No. Keterangan Jumlah 

 AKTIVA   

1. Kas Rp.                           144.219.000 

2. Sertifikat Bank Indonesia Rp.                                             0 

3. Antar Bank Aktiva   

 a.       Pada bank umum Rp.                         1.001.298.000 

 b.       Pada BPR Rp.                                              0 

4. Kredit yang diberikan   

 a.       Pihak terkait Rp.                              44.805.000 

 b.       Pihak Tidak terkait Rp.                       11.074.956.000 

5. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  Rp.                            332.933.000 

6. Aktiva dalam Valuta asing Rp.                                              0 

7. Aktiva Tetap dan Inventaris   

 a.       Tanah dan gedung Rp.                                              0 

 b.       Akumulasi penyusutan gedung  Rp.                                              0 

 c.        Inventaris Rp.                            101.520.000 

 d.       Akumulasi penyusutan inventaris Rp.                              57.099.000 

8. Aktiva lain-lain  Rp.                            147.132.000 

JUMLAH AKTIVA Rp.                       12.123.898.000 

 PASIVA   

1. Kewajiban-kewajiban yang segera dibayar Rp.                              32.658.000 

2. Tabungan    

 a.       Pihak terkait Rp.                              23.256.000 

 b.       Pihak tidak terkait Rp.                         1.004.116.000 

3. Deposito berjangka   

 a.       Pihak terkait Rp.                              24.500.000 

 b.       Pihak tidak terkait Rp.                         5.341.500.000 

4. Kewajiban Kepada Bank Indonesia Rp.                                              0 

5. Antar Bank Pasiva Rp.                         1.000.000.000 

6. Pinjaman yang diterima Rp.                         1.277.750.000 

7. Pinjaman Subirdinasi  Rp.                                              0 
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Lanjutan Neraca PD.BPR Tugu Artha per 31 Desember 2009 

No. Keterangan Jumlah 

8. Rupa-rupa pasiva Rp.                              72.143.000 

9. Ekuitas   

 a.       Modal dasar Rp.                       15.000.000.000 

 b.       Modal yang belum disetor Rp.                      (12.450.000.000) 

 c.        Agio Rp.                                              0 

 d.       Disagio Rp.                                              0  

 e.        Modal sumbangan Rp.                              10.000.000 

 f.        Modal pinjaman  Rp.                                              0 

 g.        Dana setoran modal Rp.                                              0 

 h.       Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap Rp.                                              0 

 i.         Cadangan Umum Rp.                            202.173.000 

 j.         Cadangan Tujuan  Rp.                              296122000 

 k.       Laba yang ditahan  Rp.                              18.550.000 

 l.         Laba rugi tahun berjalan  Rp.                            271.130.000 

JUMLAH PASIVA Rp.                       12.123.898.000 

Sumber: laporan keuangan DP. BPR Tugu Artha Malang 2009-2011 

  

Tabel 3 Neraca PD. BPR Tugu Artha per 31 Desember 2010 

No. Keterangan Jumlah 

 AKTIVA   

1 Kas Rp.                           222.475.000 

2 Sertifikat Bank Indonesia Rp.                                             0 

3 Antar Bank Aktiva   

 a.       Pada bank umum Rp.                        1.475.185.000 

 b.       Pada BPR Rp.                                             0 

4 Kredit yang diberikan   

 a.       Pihak terkait Rp.                             30.000.000 

 b.       Pihak Tidak terkait Rp.                      11.822.289.000 

5 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  Rp.                           375.731.000 

6 Aktiva dalam Valuta asing Rp.                                             0 

7 Aktiva Tetap dan Inventaris   

 a.       Tanah dan gedung Rp.                                             0 

 b.       Akumulasi penyusutan gedung  Rp.                                             0 

 c.        Inventaris Rp.                           134.952.000 

 d.       Akumulasi penyusutan inventaris Rp.                             79.369.000 

8 Aktiva lain-lain  Rp.                           216.048.000 

JUMLAH AKTIVA Rp.                      13.445.849.000 

 PASIVA   

1. Kewajiban-kewajiban yang segera dibayar Rp.                             35.211.000 
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Lanjutan Neraca PD. BPR Tugu Artha per 31 Desember 2010 

No. Keterangan Jumlah 

2. Tabungan    

 a.       Pihak terkait Rp                            . 44.080.000 

 b.       Pihak tidak terkait Rp.                        1.129.523.000 

3. Deposito berjangka   

 a.       Pihak terkait Rp.                        1.317.000.000 

 b.       Pihak tidak terkait Rp.                        4.908.000.000 

4. Kewajiban Kepada Bank Indonesia Rp.                                             0 

5. Antar Bank Pasiva Rp.                        1.000.000.000 

6. Pinjaman yang diterima Rp.                           777.750.000 

7. Pinjaman Subirdinasi  Rp.                                             0 

8. Rupa-rupa pasiva Rp.                           242.859.000 

9. Ekuitas   

 a.       Modal dasar Rp.                      15.000.000.000 

 b.       Modal yang belum disetor Rp.                      12.000.000.000 

 c.        Agio Rp.                                             0 

 d.     Disagio Rp.                                             0  

 e.     Modal sumbangan Rp.                             10.000.000 

 f.      Modal pinjaman Rp.                                             0 

 g.     Dana setoran modal Rp.                                             0 

 h.     Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap Rp.                                             0 

 i.      Cadangan Umum Rp.                           245.625.000 

 j.      Cadangan Tujuan                            Rp. 318.478.000 

 k.     Laba yang ditahan  Rp.                                             0 

 l.      Laba rugi tahun berjalan  Rp.                           471.323.000 

JUMLAH PASIVA Rp.                      13.445.849.000 

Sumber: laporan keuangan DP. BPR Tugu Artha Malang 2009-2011 

 

Tabel 4 Neraca PD. BPR Tugu Arta per 31 Desember 2011 

No. Keterangan Jumlah 

 AKTIVA   

1. Kas Rp.                           112.164.000 

2. Sertifikat Bank Indonesia Rp.                                             0 

3. Antar Bank Aktiva   

 a.       Pada bank umum Rp.                        2.424.245.000 

 b.       Pada BPR Rp.                                             0 

4. Kredit yang diberikan   

 a.       Pihak terkait Rp.                                             0 

 b.       Pihak Tidak terkait Rp.                      13.270.164.000 

5. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  Rp.                           376.521.000 

6. Aktiva dalam Valuta asing Rp.                                             0 
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Lanjutan Neraca PD. BPR Tugu Arta per 31 Desember 2011 

No. Keterangan Jumlah 

7. Aktiva Tetap dan Inventaris   

 a.       Tanah dan gedung Rp.                                             0 

 b.       Akumulasi penyusutan gedung  Rp.                                             0 

 c.        Inventaris Rp.                           297.501.000 

 d.       Akumulasi penyusutan inventaris Rp.                           101.579.000 

8. Aktiva lain-lain  Rp.                           189.075.000 

JUMLAH AKTIVA Rp.                      15.815.049.000 

 PASIVA   

1. Kewajiban-kewajiban yang segera dibayar Rp.                             52.006.000 

2. Tabungan    

 a.       Pihak terkait Rp.                             51.028.000 

 b.       Pihak tidak terkait Rp.                        1.233.448.000 

3. Deposito berjangka   

 a.       Pihak terkait Rp.                        1.872.000.000 

 b.       Pihak tidak terkait Rp.                        4.598.500.000 

4. Kewajiban Kepada Bank Indonesia Rp.                                             0 

5. Antar Bank Pasiva Rp.                        2.941.959.000 

6. Pinjaman yang diterima Rp.                                             0 

7. Pinjaman Subirdinasi  Rp.                                             0 

8. Rupa-rupa pasiva Rp.                           353.757.000 

9. Ekuitas   

  a.       Modal dasar Rp.                      15.000.000.000 

  b.       Modal yang belum disetor Rp.                     (11.550.000.000) 

 c.    Agio Rp.                                             0 

 d.    Disagio Rp.                                             0  

 e.    Modal sumbangan Rp.                             10.000.000 

 f.     Modal pinjaman  Rp.                                             0 

 g.    Dana setoran modal Rp.                                             0 

 h.    Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap Rp.                                             0 

 i.     Cadangan Umum Rp.                           300.363.000 

 j.     Cadangan Tujuan  Rp.                           300.363.000 

 k.    Laba yang ditahan  Rp.                                             0 

 l.     Laba rugi tahun berjalan  Rp.                           651.625.000 

JUMLAH PASIVA Rp.                      15.815.049.000 

Sumber: laporan keuangan DP. BPR Tugu Artha Malang 2009-2011 
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Tabel 5 Laporan Rugi-Laba PD. BPR Tugu Artha Periode 31 Desember 2009 

POS-POS Posisi Tahun 2009 

PENDAPATAN   

Pendapatan Operasional   

a.       Bunga  Rp.                  2.111.569.000 

b.      Provisi dan komisi Rp.                     190.244.000 

c.       Lainnya  Rp.                         2.300.000 

Jumlah Pendapatan Operasional Rp.                   2.304.113.000 

Pendapatan Non Operasional  - 

Jumlah Pendapatan Rp.                   2.304.113.000 

BEBAN - 

Beban Operasional - 

a.       Beban bunga  Rp.                    689.605.000 

b.      Beban Administrasi dan Umum Rp.                     685.737.000 

c.       Beban Personalia Rp.                       74.394.000 

d.      Penyisihan aktiva produktiv Rp.                       80.497.000 

e.       Beban Operasional Lain Rp.                     429.386.000 

Jumlah Beban Operasional Rp.                  1.959.619.000 

Beban Non Operasional - 

Jumlah Beban  Rp.                  1.959.619.000 

LABA/RUGI   

Laba/Rugi Sebelum Pajak 

Penghasilan (PPh) 

Rp.                     344.494.000 

Taksiran Pajak Penghasilan  Rp.                       73.364.000 

Laba/Rugi Tahun Berjalan  Rp.                     271.130.000 

Sumber: laporan keuangan DP. BPR Tugu Artha Malang 2009-2011 

 

Tabel 6 Laporan Rugi-Laba PD. BPR Tugu Artha Periode 31 Desember 2010 

POS-POS Posisi Tahun 2010 

PENDAPATAN - 

Pendapatan Operasional - 

a.       Bunga  Rp.                  2.416.542.000 

b.      Provisi dan komisi Rp.                       47.446.000 

c.       Lainnya  Rp.                       21.825.000 

Jumlah Pendapatan Operasional Rp.                   2.485.813.000 

Pendapatan Non Operasional  - 

Jumlah Pendapatan Rp.                   2.485.813.000 

BEBAN - 

Beban Operasional - 

a.       Beban bunga  Rp.                     887.237.000 

b.      Beban Adm. dan Umum Rp.                       82.267.000 

c.       Beban Personalia Rp.                     750.533.000 

d.      Penyisihan aktiva produktiv Rp.                       38.725.000 

e.       Beban Operasional Lain Rp.                     250.110.000 
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Lanjutan Laporan Rugi-Laba PD. BPR Tugu Artha Periode 31 Desember 2010 

POS-POS Posisi Tahun 2010 

Jumlah Beban Operasional Rp.                  2.008.872.000 

Beban Non Operasional - 

Jumlah Beban  Rp.                  2.008.872.000 

LABA/RUGI   

Laba/Rugi Sebelum Pajak 

Penghasilan (PPh) 

Rp.                     476.941.000 

Taksiran Pajak Penghasilan  Rp.                      59.618.000 

Laba/Rugi Tahun Berjalan  Rp.                    417.323.000 

Sumber: laporan keuangan DP. BPR Tugu Artha Malang 2009-2011 

 
Tabel 7 Laporan Rugi-Laba PD. BPR Tugu Artha Periode 31 Desember 2011 

POS-POS Posisi Tahun 2011 

PENDAPATAN - 

Pendapatan Operasional - 

a.       Bunga  Rp.                  2.781.752.000 

b.      Provisi dan komisi Rp.                    135.774.000 

c.       Lainnya  Rp.                      23.676.000 

Jumlah Pendapatan Operasional Rp.                 2.941.202.000 

Pendapatan Non Operasional  - 

Jumlah Pendapatan Rp.                 2.941.202.000 

BEBAN - 

Beban Operasional - 

a.       Beban bunga  Rp.                 1.040.697.000 

b.      Beban Administrasi dan 

Umum 

Rp.                      88.596.000 

c.       Beban Personalia Rp.                    823.494.000 

d.      Penyisihan aktiva produktiv - 

e.       Beban Operasional Lain Rp.                    225.219.000 

Jumlah Beban Operasional Rp.                 2.178.006.000 

Beban Non Operasional Rp.                     18.481.000 

Jumlah Beban  Rp.                 2.196.487.000 

LABA/RUGI   

Laba/Rugi Sebelum Pajak 

Penghasilan (Pph) 

Rp.                 7.344.751.000 

Taksiran Pajak Penghasilan  Rp.                      93.090.000 

Laba/Rugi Tahun Berjalan  Rp.                    651.625.000 

Sumber: laporan keuangan DP. BPR Tugu Artha Malang 2009-2011 
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Tabel 8 Kolektibilitas Kredit Modal Kerja PD. BPR Tugu Artha Tahun 

2009-2011 

Kolektibilitas 2009 2010 2011 

Lancar 229.670.050 377.142.650 481.574.000 

DPK 31.964.600 227.789.350 169.380.950 

Kurang Lancar 16.685.700 38.925.800 48.861.750 

Diragukan 4.372.750 35.739.800 40.289.950 

Macet 57.789.666 88.886.616 100.217.066 

NPL 78.848.116 163.552.216 189.368.766 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

Tabel 9 Kolektibilitas Kredit Konsumtif/PNS PD. BPR Tugu Artha 

Tahun 2009-2011 

Kolektibilitas 2009 2010 2011 

Lancar 4.891.896.550 10.698.228.450 12.197.607.750 

DPK 8.748.800 163.092.700 41.194.550 

Kurang Lancar 2.225.850 50.396.850 61.445.100 

Diragukan - 41.831.200 - 

Macet 132.553.900 130.120.222 129.592.422 

NPL 134.779.750 222.348.272 191.037.522 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

Tabel 10 Kolektibilitas Keseluruhan Kredit PD. BPR Tugu Artha Tahun 

2009-2011 

Kolektibilitas 2009 2010 2011 

Lancar 5.121.566.600 11.075.371.100 12.679.181.750 

DPK 40.713.400 390.882.050 210.575.500 

Kurang Lancar 18.911.550 89.322.650 110.306.850 

Diragukan 4.372.750 77.571.000 40.289.950 

Macet 190.343.556 219.006.838 229.809.488 

NPL 213.672.866 385.900.488 380.406.288 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

C. Analisis dan Interprestasi Data  

1. Analisis struktur organisasi 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai bank yang bertujuan untuk 

melayani masyarakat seharusnya memiliki pengorganisasian dalam 
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sistem organisasi yang lebih terarah, sedangkan di dalam PD. BPR Tugu 

Artha masih terdapat perangkapan tugas sehingga mudah untuk terjadi 

penyimpangan sehingga peneliti menyarankan adanya pemisahhan tugas 

dan penambahan tugas seperti dibawah ini : 

 

Gambar 3 Evaluasi Bagan Struktur Organisasi PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dewan pengawasan  

(1) Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi. 

(2) Melakukan pengawasan atas pengurusan perusahaan seperti 

memerikas seluruh transaksi perusahaan, surat-surat bukti, 

persediaan barang-barang, memeriksa keadaan uang kas untuk 

keperluan verifikasi, surat berharga dan lain-lain. 
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(3) Memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kegiatan 

pengurusan perusahaan. 

(4) Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan. 

(5) Melaporkan dengan segera kepada pemilik apabila terjadi gejalan 

menurunnya kinerja perusahaan. 

(6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang 

disiapkan oleh direksi serta menandatangani laporan tahunan. 

(7) Memberikan putusan terhadap usulan direksi yang memerlukan 

persetujuan tertulis. 

b. Direksi  

(1) Melaksanakan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan 

tujuan perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam 

pengurusan tersebut. 

(2) Memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan. 

(3) Menentukan kebijakan dalam memimpin pengurusan perusahaan 

termaksud menetapkan visi, misi, dan kebijakan perusahaan. 

(4) Mengupayakan tercapainya sasaran indikator aspek keuangan, 

aspek operasional dan aspek administrasi yang digunakan sebagai 

dasar penilaian tingkat kesehatan perusahaan. 

(5) Menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja perusahaan, 

direktorat, unit operasi dan unit usaha melalui mekanisme 

organisasi perusahaan. 
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(6) Menetapkan persetujuan sesuai kewenangan direksi, memantau 

dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaannya. 

(7) Menetapkan struktur organisasi dan penentuan pejabatan 

perusahaan sampai jenjang tertentu yang di atur melalui ketetapan 

direksi. 

c. Satuan Pengawas Intern (S.P.I) 

(1) Membantu direktur agar dapat secara efektif mengamankan 

investasi dan aset perusahaan. 

(2) Melakukan penilaian memadai tidaknya dan dilaksanakannya 

sistem pengendalian intern yang dicapai untuk dapat menjamin 

data-data keuangan dapat dipercaya. 

(3) Melakukan evaluasi dan analisis efektifitas sistem dan prosedur 

pada semua bagian dan unit kegiatan perusahaan. 

d. Kepala bagian umum 

(1) Melaksanakan pembukuan barang habis pakai, menginventarsasi 

barang habis pakai, mengadakan koordinasi dengan atasan 

langsung, dan membuat laporan kepada atasan langsung. 

(2) Melaksanakan pembukuan barang-barang inventaris, membuat 

riwayat barang inventaris, dan koordinasi dengan atasan 

langsung. 

(3) Memproses pengelolaan surat keluar, membantu mengetik draf 

(konsep) surat keluar pimpinan, memproses surat setelah di 

setujui pimpinan (pemberian nomor, tanggal, dan stempel), 
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pencatatan dalam buku agenda surat keluar, dikirim sesuai dengan 

alamat yang dituju dan dicatat pada buku ekspedisi surat keluar 

dan membuat arsip surat keluar. 

(4) Menyimpan data kepegawaian. 

(5) Mengurus keamanan dan kebersihan perusahaan (mengkoordinir 

satpam dan office boy) 

e. Kepala bagian dana 

(1) Mengkoordinasi bawahannya untuk mengusahakan dana 

perusahaan, melalui pemasaran kepada pihak ke 3. 

(2) Mengurus laporan administrasi dana pihak ke 3. 

(3) Menyalurkan dana kebagian kas perusahaan.  

f. Kepala bagian kredit 

(1) Bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan yang ada di bagian 

kredit. 

(2) Mengkoordinasi dan mengawasi bagian-bagian yang ada pada 

bagian kredit sesuai dengan tujuan perusahaan. 

(3) Menyetujui keputusan kredit sesuai dengan kewenangannya. 

g. Kepala bagian pemasaran 

(1) Memasarkan produk simpanan dan kredit. 

(2) Memberikan dan membantu calon debitur mengisi Form Aplikasi 

Permohonan Pembiayaan (FAPP). 

(3) Mengarahkan calon debitur pada struktur kredit yang terbaik bagi 

pendanaan usaha calon debitur. 
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(4) Menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen dan data-data yang 

dibutuhkan untuk melakukan survey. 

(5) Melengkapi dokumen persyaratan kredit yang masih belum 

diserahkan oleh debitur (memo pending) dalam waktu yang telah 

ditentukan oleh perusahaan.  

h. Bagian kredit bermasalah  

(1) Melakukan penagihan atas kredit yang bermasalah atau macet. 

(2) Membantu aktifitas pemberian kredit dan memantau kredit yang 

telah di realisasikan. 

(3) Melakukan administrasi, laporan kredit dan mengelolah serta 

memantau perkembangan daftar hitam kredit bermasalah atau 

kredit macet. 

(4) Menilai jaminan calon debitur, dan menyita jaminan jika terjadi 

kredit macet (wanprestasi). 

i. Bagian administrasi kredit 

(1) Membuat administrasi untuk nasabah yang mengajukan kredit. 

(2) Menyimpan surat laporan perjanjian kredit yang telah 

direalisasikan sebagai bukti adanya kredit yang telah di 

realisasikan. 

(3) Memasukan data kredit kedalam sistem bank. 

(4) menyimpan arsip kredit. 

(5) Menyimpan catatan jaminan yang telah di simpan pada brangkas 

penyimpanan jaminin kredit. 
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j. Bagian kas dan akuntansi  

(1) Mempunyai tanggung jawab dalam merencanakan dan 

mengkoordinasikan seluruh kegiatan dibidang keuangan dan 

akuntansi. 

(2) Merencanakan dan mengawasi seluruh kegiatan akuntansi 

perusahaan sebagai sarana untuk menyusun informasi kepada 

pimpinan. 

(3) Menyusun dan mengawasi pelaksanaan sistem keuangan 

perusahaan dan mengadakan perubahan-perubahan yang 

diperlukan. 

(4) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan sistem pengawasan 

intern dan keuangan perusahaan. 

(5) Melaporkan seluruh kegiatan dibidang keuangan kepada direksi 

dan menerima laporan penyaluran kredit. 

k. Costumer service (CS). 

(1) Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah/ tamu dengan baik 

serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik 

secara langsung ataupun tidak langsung. 

(2) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan 

informasi lainnya yang diperlukan. 

(3) Meregistrasikan data nasabah, menginput data master nasabah 

pada program/sistem. 

(4) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi operasi.  
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l. Teller  

(1) Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, 

penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan 

bank yang dilakukan dalam counter teller. 

(2) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian teller dan semua tiket 

serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas. 

(3) Mencatat/ membuat daftar posisi kas setiap akhir hari. 

m. Account officer (AO) 

(1) Memantau perkembangan usaha debitur sesuai dengan jadwal. 

Bentuk dan jadwal pemantauan telah ditetapkan sesuai 

ketentuan masing-masing bank, namun pada prinsipnya, 

disesuaikan dengan tingkat kelancaran pembayaran bunga/pokok 

kredit atau dikenal dengan istilah Kolektibility. 

(2) Melakukan kunjungan setempat (on the spot) untuk memantau 

jalannya usaha debitur secara periodik. 

(3) Memeriksa  kelayakan dokumen persyaratan kredit calon debitur 

beserta kekuatan legalitas dokumen persyaratan kredit calon 

debitur. 

(4) Menganalisis permohonan kredit dengan jumlah plafon yang 

sesuai dengan wewenangnya. 

(5) Menilai apakah pelanggan merupakan pelanggan lama atau baru. 

(6) Menilai jumlah kenaikan kredit untuk pelanggan lama 

berdasarkan form penialaian kredit. 
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(7) Melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan legalitas dokumen-

dokumen persyaratan kredit yang diberikan oleh calon debitur 

dengan memberikan stempel “COPY SESUAI ASLI” pada semua 

dokumen persyaratan kredit yang diperoleh. 

(8) Memberikan rekomendasi terhadap permohonan aplikasi kredit 

dari calon debitur setelah melakukan survey. 

n. Office boy  

(1) Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

bagian umum. 

(2) Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kantor dan 

sekitarnya. 

 

2. Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit  

a. Kredit modal kreja  

(1) Nasabah yang mengajukan permohonan kredit diberi formulir 

untuk mengisi data permohonan pengajuan kredit dan diisi secara 

lengkap sesuai dengan biodata. 

(2) Nasabah yang ingin mengajukan permohonan kredit harus 

melampirkan data sebagai berikut :  

(a) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

(b) Foto kopi Katru Keluarga (KK) 

(c) Foto kopi Surat Bedak, Los atau Emper 

(d) Foto kopi surat nikah (apa bila calon debitur telah menikah) 

(e) Melampirkan data tanggungan calon debitur 
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(f) Apabila nasabah mengajukan kredit lebih dari batas yang 

ditentukan, maka nasabah wajib menyertakan jaminan lain 

berupa BPKB kendaraan bermotor/ mobil, atau surat sertifikat 

kepemilikan rumah dan lain sebagainya nama jaminan harus 

sesuai dengan data pemohon kredit. 

(3) Verifikator dokumen/analis, petugas memproses kredit 

melakukan verifikasi dokumen permohonan kredit sebagai 

berikut: 

(a) Melakukan pengecekan kelengkapan dan verifikasi dokumen 

serta memastikan kebenaran data yang disampaikan calon 

debitur (mencocokkan nama dan alamat calon debitur yang 

tercantum pada KTP, akta nikah, kartu keluarga, rekening 

pribadi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ). 

(b) Melakukan verifikasi kondisi perkreditan calon debitur melalui 

Informasi Debitur Individual (IDI BI) atau BI Checking. 

(c) Melakukan interview/wawancara/investigasi atas kemampuan 

debitur (Interview/wawancara wajib dilakukan kepada debitur 

untuk menginvestigasi atas dokumen yang diberikan atau 

dalam rangka memperkuat verifikasiyang dilakukan oleh pihak 

bank). 

(4) Bagi calon debitur yang mengajukan permohonan kredit harus di 

survey terlebih dahulu oleh bagian kredit untuk mengetahui objek 

modal kerja yang akan dibiayai kelayakannya  yang kemudian di 
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evaluasi kembali oleh bagian S.P.I (satuan pengawasan intern) 

tentang agunan yang diserahkan apakah sesuai. 

(5) Setelah diadakan konfirmasi survey maka bagian analisis kredit 

(AO), akan memberikan rekomendasi dengan menyetujui atau 

menolak pada lembar permohonan kredit. 

(6) Selanjutnya diajukan kebagian S.P.I dan diteruskan kepada 

Direksi untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan 

data-data yang lengkap beserta jaminannya (jaminan harus atas 

nama sendiri dan masa-nya masih berlaku). 

(7) Setelah mendapatkan persetujuan dari direksi, oleh bagian 

administrasi kredit dilengkapi dengan nota kredit dan surat 

perjanjian hutang atau surat perjanjian kredit yang berisi antara 

lain “berjanji untuk melunasi hutang perbulan sesuai dengan 

angsuran kredit yang telah ditentukan” perjanjian wajib disahkan 

oleh notaris, calon debitur juga menyerahkan jaminan kredit dan  

memberikan kuasa kepada pihak bank untuk menjual jaminan jika 

terjadi wanprestasi. Debitur yang telah menikah, maka suami/istri 

debitur harus turut serta menandatangani “PK” agar kredit yang 

akan direalisasikan diketui dan disepakati oleh suami/istri debitur. 

(8) Apabila pihak calon debitur atau nasabah tidak keberatan dengan 

ketentuan atau aturan-aturan yang ada pada surat perjanjian kredit 

maka nasabah harus menandatangani surat perjanjian agar terjadi 

kesepakatan antar 2  pihak maka terjadilah transaksi hutang 
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piutang yaitu dengan menyerahkan nota kredit kebagian kas untuk 

merealisasikannya. 

(9) Kepada nasabah diberikan nota kredit pada lembar ke 4 (empat), 

lembar ke 3 (tiga) ke bagian dana untuk pencatatan tabungan, 

lembar ke 2 (dua) sebagai arsip beserta Surat perjanjian kredit, 

lembar 1 (satu) untuk bagian kas guna proses pencatatan pada 

buku kas harian. 

(10) Apabila berkas surat laporan perjanjian kredit sudah lengkap dan 

benar maka oleh bagian administrasi kredit diajukan ke direksi 

untuk di tanda-tangani, atas di keluarkannya realisasi kredit 

sebagai bukti bahwa kredit telah direalisasikan. 

(11) Surat laporan perjanjian kredit yang sudah di tanda tangani oleh 

direksi disimpan oleh bagian administrasi kredit dan jaminannya 

dicatat dan disimpan pada brangkas penyimpanan jaminan kredit. 

(12) Calon debitur wajib memiliki tabungan di PD. BPR Tugu Artha 

atau bersedia membuka tabungan jika belum memiliki tabungan  

dan memberikan kuasa pendebetan rekening tersebut kepada bank 

dalam rangka pembayaran kewajiban angsuran kredit. 

b. Kredit konsumtif/PNS 

(1) Nasabah mengisi blanko permohonan kredit sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang ada, dengan melampirkan data sebagai 

berikut : 
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(a) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

(b) Foto kopi Kartu Keluarga (KK) 

(c) Struk gaji terakhir (asli) 

(d) Foto kopi surat nikah 

(e) Foto kopi NPWP 

(f) Foto kopi SK terakhir 

(g) Apabila besarnya pinjaman melebihi plafon yang telah 

ditentukan maka pihak kreditur atau nasabah harus 

memberikan jaminan tambahan berupa Taspen, SK Capeg 

dan Karpeg. 

(2) Kemudian diadakan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak 

bendahara selaku pemotong gaji apakah yang bersangkutan 

gajinya mencukupi untuk diberikan pinjaman dan apabila 

mencukupi maka selanjutnya akan diproses lebih lanjut oleh 

bagian kredit. 

(3) Setelah ada konfirmasi dari pihak bendahara bahwa gaji pemohon 

kredit cukup, maka bagian kredit membawa permohonan 

kebagian S.P.I untuk dievaluasi kelayakannya tentang aggunan 

yang diserahkan apabila ada aggunannya, apabila gaji tidak 

mencukupi maka bagian kredit berhak menolak pengajuan 

tersebut. 
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(4) Selanjutnya diajukan kepada direksi untuk mendapatkan 

persetujuan dengan melampirkan data-data yang lengkap beserta 

jaminan (jaminan atas nama sendiri dan masih berlaku). 

(5) Setelah di setujui oleh direksi, oleh bagian administasi kredit 

dilengkapi dengan surat perjanjian hutang dan nota kredit. 

(6) Apabila pihak calon debitur atau nasabah tidak keberatan dengan 

ketentuan atau aturan-aturan yang ada pada surat perjanjian kredit 

maka nasabah harus menandatangani surat perjanjian agar terjadi 

kesepakatan antar 2  pihak maka terjadilah transaksi hutang 

piutang yaitu dengan menyerahkan  nota kredit kebagian kas 

untuk merealisasikannya. 

(7) Kepada nasabah diberikan nota kredit pada lembar ke 4 (empat), 

lembar ke 3 (tiga) ke bagian dana untuk pencatatan tabungan, 

lembar ke 2  (dua) sebagai arsip beserta Surat perjanjian kredit, 

lembar 1 (satu) untuk bagian kas guna proses pencatatan pada 

buku kas harian. 

(8) Apabila berkas surat perjanjian kredit sudah lengkap dan benar 

maka  oleh bagian kredit diajukan ke Direksi untuk di tanda-

tangani, atas di keluarkannya realisasi kredit. 

(9) Surat laporan perjanjian kredit yang sudah di tanda tangani oleh 

Direksi disimpan oleh bagian administrasi kredit dan jaminannya 

dicatat dan disimpan pada brangkas penyimpanan jaminan kredit. 
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(10) Calon debitur wajib Memiliki tabungan di PD. BPR Tugu Artha 

atau bersedia membuka tabungan jika belum memiliki tabungan  

dan memberikan kuasa pendebetan rekening tersebut kepada bank 

dalam rangka pembayaran kewajiban angsuran kredit.
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3. Evaluasi Flowchart Pengajuan Kredit Modal kerja Pada PD BPR Tugu Artha Malang 
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4. Proses Persetujuan kredit 

Proses pemberian kredit pada PD. BPR Tugu Artha di bagi dalam 

beberapa tahap, yaitu :  

a. Tahap pertama yaitu pengregistrasian data nasabah  

(1) Petugas pelaksanaan adalah costumer service  

(2) Mekanisme pelaksanaan :  

(a) Petugas costumer service menerima berkas  dari bagian kredit 

untuk proses pengregistrasian. 

(b) Berkas kemudian didistribusikan kepada Account Officer 

sesuai dengan area kerja. 

b. Tahap kedua yaitu survey 

(1) Petugas pelaksana adalah Account Officer (AO), kepala bagian 

kredit, dan direksi. 

(2) Mekanisme pelaksanaan : 

(a) Petugas Account Officer melakukan survey untuk mengetahui 

kondisi usaha dan aggunan atas dasar berkas permohonan 

yang diterima dari petugas. 

(b) Dalam melakukan survey agar diperoleh hasil yang obyektif 

maka petugas account officer diberikan pendampingan oleh : 

(1) Kepala bagian kredit untuk pengajuan kredit dengan 

Rp.500.000 sampai dengan Rp.10.000.000. 

(2) Direksi untuk pengajuan kredit diatas Rp.10.000.000 

sampai dengan Rp. 50.000.000. 
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(3) Direksi dan dewan pengawas untuk pengajuan kredit 

Rp.50.000.000 sampai dengan kredit diatas 

Rp.100.000.000. 

(c) Objek survey  

(1) Melakukan interview dan pengamatan kepada pemohon 

kredit dengan 5C (character, capital, capacity, 

collateral, condotion of economic). 

(2) Kunjungan terhadap usaha pemohon kredit. 

(3) Pengecekan terhadap agunan pemohon kredit dan 

memberikan appraisal. 

(4) Melakukan cross cek terhadap hasil yang diperoleh 

kepada relasi, masyarakat, perangkat pemerintah serta 

sumber lain yang relevan. 

(5) Data yang diperoleh dari hasil survey, dipergunakan oleh 

petugas AO dalam menyusun analisis kredit untuk 

diajukan dalam komite kredit. 

(3) Prinsip analisis kredit yang diterapkan oleh PD. BPR Tugu Artha 

adalah sebagai berikut : 

(a) Character (karakter) 

Penilaian karakter terhadap calon debitur ini adalah untuk 

melihat bagaimana itikat atau niat baik dari calon debitur 

untuk membayar kembali hutangnya pada saat yang 

ditentukan. Penilaian karakter calon debitur dipandang 
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sebagai salah satu faktor yang sangat penting, karena dari 

karakter inilah menggambarkan sifat dan itikad calon debitur 

untuk membayar kembali hutangnya kepada bank. 

PD. BPR Tugu Artha dalam analisisnya melakukan pencarian 

informasi mengenai karakter calon debitur, reputasi pribadi 

dan integrasinya, apakah calon debitur dapat dipercaya dan 

layak untuk diberikan kredit atau tidak. PD. BPR Tugu Artha 

memperhatikan detail karakter dan itikat baik calon debitur 

tersebut apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak, 

karena ini berkaitan dengan pengembalian kredit nantinya. 

Karakter seseorang dapat dipercaya selama keadaan 

pengembalian kredit berjalan dengan lancar dan tidak 

menunggak. Proses analisis untuk mengetahui karakter-

karakter calon debitur maka pihak PD. BPR Tugu Artha 

melakukan analisis sebagai berikut : 

(1) Mengenal karakter lebih dekat calon debitur dari  

wawancara secara langsung. 

(2) Melakukan penyelidikan langsung mengenai calon 

debitur pada keluarga, tetangga mengenai karakter, latar 

belakang maupun kaitannya dengan keseharian debitur. 

(3) Mengadakan Bank Checking, mengumpulkan keterangan 

dari aktivitas calon debitur di dunia perbankan, apakah 

sudah menjadi debitur pada bank lain dan tergolong 
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dalam black list bank Indonesia. Bank Checking 

dilakukan oleh pihak bank hanya pada calon debitur 

yang baru dan calon debitur yang mengajukan kredit 

dengan jumlah yang relatif besar.  

(b) Capacity (kemampuan) 

Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan calon 

debitur sampai sejauh mana calon debitur mampu 

mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat 

waktu dari usaha yang diperolehnya. Dalam hal ini, yang 

dilakukan oleh PD. BPR Tugu Artha adalah melakukan 

analisis yang berhubungan dengan keampuan calon debitur 

dalam mengelolah dan menjalankan usahanya guna 

memperoleh laba yang di harapkan. Analisis yang dilakukan 

oleh pihak bank melalui wawancara adalah: 

(1) Pengalaman usaha yang dimiliki oleh debitur, apakah 

mempunyai pengalaman usaha yang sejenis sebelumnya 

atau tidak. Jika benar usaha apa yang ditekuni oleh calon 

debitur tersebut. 

(2) Latar belakang pendidikan yang ditempuh calon debitur, 

sesuai dengan jenis udaha yang akan dilakukan. 

(c) Capital (modal) 

Penilaian capital tampak pada laporan keuangan calon 

debitur. Dengan melihat seberapa banyak modal dan 
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pendapatan yang diterima calon debiturnya sehingga ini dapat 

di gunakan sebagai parameter untuk menentukan seberapa 

banyak jumlah kredit yang dapat disetujui oleh pihak bank 

dan kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran 

hutang. Namun, banyak juga calon mempunyai usaha kecil 

menengah yang tidak mempunyai laporan keuangan sehingga 

pihak PD. BPR Tugu Artha melakukan analisis pendapatan 

dengan cara menghitung taksiran pendapatan usaha setiap 

bulan, biaya-biaya yang harus di tanggung oleh calon debitur 

sehingga dapat dilihat apakah calon debitur mampu dalam 

membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak bank.  

(d) Collateral (jaminan) 

Penilaian collateral ini bertujuan untuk mengurangi risiko 

yang terjadi dikemudian hari. PD. BPR Tugu Artha 

memberlakukan jaminan dalam bentuk barang bergerak 

seperti mobil, sepeda motor, sedangkan barang tidak bergerak 

misalnya tanah, rumah, dan gedung. Syarat ketentuan untuk 

barang bergerak, calon debitur membawa fisik barang 

tersebut beserta surat kepemilikan atas nama orang lain, maka 

calon debitur diwajibkan menyerahkan kwitansi tanda 

pembelian barang untuk memastikan keabsahan kepemilikan. 

Khusus untuk jaminan barang bergerak PD. BPR Tugu Artha 
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menerima kendaraan yang tahun pembuatan minimal tahun 

2000. 

(e) Condition of economic (kondisi ekonomi) 

PD. BPR Tugu Artha mengamati perkembangan ekonomi 

yang mungkin terjadi yang memungkinkan mempengaruhi 

kelancaran usaha calon debitur antara lain dengan cara 

mengikuti perkembangan ekonomi lewat media massa seperti 

berita dikoran, dan televisi, kemudian dikaitkan dengan 

kondisi, tempat, dan jenis usaha serta prospek usaha calon 

debitur dimasa yang akan datang.  

c. Tahap ketiga yaitu keputusan kredit  

(1) Komite kredit terdiri dari : Account Officer, Direksi, dan Dewan 

pengawas. 

(2) Mekanisme pelaksanaan :  

(a) Account Officer memberikan kepada komiter kredit hasil 

survey yang telah disusun dalam suatu analisis kredit. 

(b) Dasar azas perkreditan yang sehat serta memperhatikan 

prinsip kehati-hatian maka komite kredit memberikan 

keputusan dalam bentuk catatan yang ditungkan dalam  form. 

Account Officer memberikan rekomendasi atas dasar hasil 

survey dan hasil analisis yang meliputi: 

(1) Layak atau tidak layak 

(2) Jumlah kredit 



104 
 

 
 

(3) Jenis kredit 

(4) Suku bunga kredit 

(5) Jangka waktu kredit 

(c) Kuasa memutuskan kredit atas dasar hasil diberikan dan 

direkomendasikan dari Account Officer yang tertuang dalam 

form, maka Account Officer mengajukan berkas kredit yang 

dinyatakan layak untuk diputuskan oleh : 

(1) Kepala bagian kredit untuk pengajuan kredit dengan 

Rp.500.000 sampai dengan Rp.10.000.000. 

(2) Direksi untuk pengajuan kredit diatas Rp.10.000.000 

sampai dengan Rp. 50.000.000. 

(3) Direksi dan dewan pengawas untuk pengajuan kredit 

Rp.50.000.000 sampai dengan kredit diatas 

Rp.100.000.000. 

(d) Permohonan kredit yang disetujui maka akan dilanjutkan 

dengan pembuatan perjanjian kredit dan kelengkapannya.  

(e) Permohonan kredit yang ditunda, maka akan ditinjau apa 

yang menyebabkan terjadinya penundaan, misalnya ada 

update data berkas kelengkapan atau diperlukan pembinaan 

terlebih dahulu. 

(f) Permohonan kredit yang ditolak maka berkas bisa 

dikembalikan ke pemohon atau diarsipkan oleh bank. 
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d. Tahap keempat yaitu tahap pembuatan perjanjian kredit 

(1) Pertugas pelaksana yaitu bagain kredit. 

(2) Mekanisme pelaksanaan : 

(a) Permohonan kredit yang disetujui akan dibuatkan perjanjian 

kredit sesuai dengan persetujuan yang tertuang dalam form. 

(b) Kelengkapan perjanjian kredit disesuaikan menurut data 

agunan yang dijaminkan .  

e. Tahap kelima yaitu perikatan  

(1) Petugas pelaksana terdiri dari : 

(a) Account Officer, kepala bagian kredit dan notaris untuk kredit 

dibawah Rp.10.000.000 dengan jenis perikatan legalisasi. 

(b) Account Officer, direksi dan notaris untuk kredit sampai 

dengan Rp.50.000.000 jenis perikatan kuasa memasang hak 

tanggungan. 

(c) Direksi, dewan pengawas dan notaris untuk kredit diatas 

Rp.100.000.000 dengan jenis perikatan Hak Tanggungan 

(HT). 

(2) Mekanisme pelaksanaan :  

(a) Petugas pelaksana mewakili bank bersama calon debitur dan 

pihak-pihak yang terkait dengan perikatan datang kekantor 

Notaris untuk keperluan penanda tanganan perikatan kredit. 

(b) Dilanjutkan dengan proses realisasi kredit. 
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f. Tahap keenam yaitu realisasi kredit 

(1) Petugas pelaksana yaitu bagian kredit. 

(a) Mekanisme pelaksanaan 

(1) Menyampaikan data rincian biaya. 

(2) Menyampaikan ketentuan perjanjian kredit dan 

memberikannya kepada calon debitur untuk dibaca. 

(3) Menandatangankan perjanjian kredit kepada calon 

debitur beserta kelengkapan kredit lainnya. 

(4) Menyerahkan berkas realisasi kredit yang telah ditanda 

tangani oleh calon debitur kepada petugas administrasi 

kredit dan administrasi tabungan untuk di entry. 

(5) Melakukan entry kelengkapan data kredit calon debitur 

sesuai dengan isi perjanjian kredit. 

(6) Menyerahkan uang kepada calon debitur sesuai jumlah 

pinjaman di kurangi dengan biaya-biaya yang telah 

ditentukan.  

Proses persetujuan kredit pada tahap yang kedua yaitu survei, 

prinsip analisis yang diterapkan oleh PD. BPR Tug Artha adalah 

prinsip 5C, dalam proses analisis nasabah seharusnya PD. BPR 

Tugu Artha juga menambahkan prinsip analisis 7P yaitu : 

(a) Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya 

atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya 

dimasa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, 
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emosi, tingkah laku dan tingdakan nasabah dalam 

menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya agar pihak 

bank dapat menilai keadaan pisikologi calon debitur. 

(b) Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi 

tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, 

loyalitas, serta karakter. Nasabah yang digolongkan kedalam 

golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda 

dari bank. 

(c) Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam 

mengambil kredit, termaksud jenis krdit yang diinginkan 

nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam, macam 

sesuai kebutuhan. 

(d) Prospect  yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang 

akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain 

mempunyai prospek yang sebaliknya. Penting mengingat jika 

suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, 

bukan hanya bank yang dirugikan akan tetapi juga nasabah. 

(e) Payment yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah 

mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber 

mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak 

sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, 

sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi 

oleh usaha lainnya. 
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(f) Profitability yaitu untuk menganalisis kemampuan nasabah 

mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, 

apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, 

apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 

(g) Protection yaitu bertujuan untuk bagaimana menjaga agar 

kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, 

sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. 

Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.  

 

5. Kredit bermasalah (kredit macet) 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, dari julah kredit 

macet yang diberikan oleh PD. BPR Tugu Artha Malang kepada debitur 

dan jumlah kredit macet tersebut, maka langkah dalam melakukan 

analisis terhadap debitur dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

persentase (kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan 

menggunakan rumus NPL (Non Performing Loan). 
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Tabel 11 Jumlah persentase (%) debitur kredit modal kerja PD. BPR 

Tugu Artha periode 2009-2011 

Tahun Jumlah Debitur Kredit 

Modal Kerja 

Total 

Debitur 

Porsentase (%) 

L DPK KL D M L DPK KL D M 

2009 55 9 4 2 17 87 63,22 10.34 4,60 2,30 19,54 

2010 83 58 12 13 29 195 42,56 29,74 6,15 6,67 14,87 

2011 90 40 9 9 33 181 49,72 22,1 4,97 4,97 18,23 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

Tahun 2009 

1. L = 
  

  
      % = 63,22 % 

2. DPK = 
 

  
          10,34 % 

3. KL =  
 

  
          4,60 % 

4. D = 
 

  
          2,30% 

5. M = 
  

  
          19,54 % 

 

Tahun 2010 

1. L = 
  

   
          42,56 % 

2. DPK = 
  

   
          29,74 % 

3. KL = 
  

   
         6,15 % 

4. D = 
  

   
          6,67 % 

5. M = 
  

   
          14,87 %  

 

Tahun 2011 

1. L = 
  

   
          49,72 % 

2. DPK = 
  

   
          22,1 % 

3. KL = 
 

   
          4,97 % 

4. D = 
 

   
          4,97 % 

5. M = 
  

   
          18,23 % 

 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah debitur kredit 

modal kerja periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa jumlah 

debitur pada kategori kurang lancar (KL) pada tahun 2009 jumlah debitur 
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sebesar 4,60% , pada tahun 2010 jumlah debitur 6,15% dan pada tahun 

2011 jumlah debitur 4,97%. 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah debitur kredit 

modal kerja periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa jumlah 

debitur pada kategori diragukan (D) pada tahun 2009 jumlah debitur 

sebesar 2,30%, pada tahun 2010 jumlah debitur 6,67% dan pada tahun 

2011 jumlah debitur 4,97%. 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah debitur kredit 

modal kerja periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa jumlah 

debitur pada kategori macet (M) pada tahun 2009 jumlah debitur sebesar 

19,54% , pada tahun 2010 jumlah debitur 14,87% dan pada tahun 2011 

jumlah debitur 18,23%. 

 

Tabel 12 Jumlah persentase (%) debitur kredit konsumtif/PNS PD. BPR 

Tugu Artha periode 2009-2011 

Tahun Jumlah Debitur Kredit 

Konsumtif 

Total 

Debitur 

Prosentase (%) 

L DPK KL D M L DPK KL D M 

2009 521 1 1 - 8 531 98,12 0,19 0,19 - 1,5 

2010 876 16 14 4 9 919 95,32 1,74 1,52 0,44 0,98 

2011 835 6 3 - 12 856 97,55 0,70 0,35 - 1,40 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

Tahun 2009 

1. L = 
   

   
          98,12 % 

2. DPK = 
 

   
         0,19 % 

3. KL = 
 

   
          0,19 % 

4. D = - 

5. M = 
 

   
          1,5 % 
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Tahun 2010 

1. L = 
   

   
          95,32 % 

2. DPK = 
  

   
          1,74 %  

3. KL = 
  

   
          1,52 % 

4. D = 
 

   
          0,44% 

5. M = 
 

   
          0,98 % 

 

Tahun 2011 

1. L = 
   

   
          97,55 % 

2. DPK = 
 

   
          0,70 %  

3. KL = 
 

   
           0,35 % 

4. D = - 

5. M = 
  

   
          1,40 % 

 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah debitur kredit 

konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa 

jumlah debitur pada kategori kurang lancar (KL) pada tahun 2009 jumlah 

debitur sebesar 0,19% , pada tahun 2010 jumlah debitur 1,52% dan pada 

tahun 2011 jumlah debitur 0,35%. 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah debitur kredit 

konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa 

jumlah debitur pada kategori diragukan  (D) pada tahun 2009 jumlah 

debitur sebesar 0% , pada tahun 2010 jumlah debitur 0,44% dan pada 

tahun 2011 jumlah debitur 0%. 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah debitur kredit 

konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa 

jumlah debitur pada kategori macet (M) pada tahun 2009 jumlah debitur 
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sebesar 1,5%, pada tahun 2010 jumlah debitur 0,98% dan pada tahun 

2011 jumlah debitur 1,40%. 

 

Tabel 13 Jumlah persentase (%) debitur kredit modal kerja dan kredit 

konsumtif/PNS PD. BPR Tugu Artha periode 2009-2011 

Tahun Jumal Debitur Keseluruhan Total 

Debitur 

Prosentase (%) 

L DPK KL D M L DPK KL D M 

2009 576 10 5 2 25 618 93,20 1,62 0,81 0.324 4,045 

2010 959 74 26 17 38 1114 86,1 6,64 2,33 1,53 3,4 

2011 925 46 12 9 45 1037 89,2 4,43 1,16 0,87 4,34 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

Tahun 2009 

1. L = 
   

   
          93,20 % 

2. DPK = 
  

   
          1,62 %  

3. KL = 
 

   
          0,81 % 

4. D = 
 

    
          0,324 % 

5. M = 
  

   
         4,045 % 

 

Tahun 2010 

1. L = 
   

    
          86,1 % 

2. DPK = 
  

    
          6,64 % 

3. KL = 
  

     
          2,33 % 

4. D = 
  

    
          1,53 % 

5. M = 
  

    
      % = 3,4 % 

 

Tahun 2011 

1. L = 
   

    
          89,2 % 

2. DPK = 
  

    
          4,43 % 

3. KL = 
  

    
          1,16 % 

4. D = 
 

    
          0,87 % 

5. M = 
  

    
          4,34 % 



113 
 

 
 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah debitur kredit 

modal kerja dan kredit konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 

diketahui bahwa jumlah debitur pada kategori kurang lancar (KL) pada 

tahun 2009 jumlah debitur sebesar 0,81% , pada tahun 2010 jumlah 

debitur 2,33% dan pada tahun 2011 jumlah debitur 1,16%. 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah debitur kredit 

modal kerja dan kredit konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 

diketahui bahwa jumlah debitur pada kategori diragukan  (D) pada tahun 

2009 jumlah debitur sebesar 0,324% , pada tahun 2010 jumlah debitur 

1,53% dan pada tahun 2011 jumlah debitur 0,87%. 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah debitur kredit 

konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa 

jumlah debitur pada kategori macet (M) pada tahun 2009 jumlah debitur 

sebesar 4,045% , pada tahun 2010 jumlah debitur 3,4% dan pada tahun 

2011 jumlah debitur 4,34%. 

 

Tabel 14 Jumlah Non Perfoming Loans (NPL) Kredit Modal Kerja PD. 

BPR Tugu Artha Periode 2009-2011 

TAHUN Jumlah kredit bermasalah Baki kredit Persentase (%) Total 

(%) KL D M KL D M 

2009 16.685.700 4.372.750 57.789.666 340.482.766 4,90 1,28 16,97 23,16 

2010 38.925.800 35.739.800 88.886.616 768.484.216 5,07 4,65 11,57 21,28 

2011 48.861.750 40.289.950 100.217.066 840.323.716 5,81 4,79 11,93 22,54 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

Baki kredit/sisa kredit = 340.480.766 

Tahun 2009 = 
          

           
                

Baki kredit / sisa kredit = 768.484.216 
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Tahun 2010 = 
           

           
       21.28 % 

Baki kredit / sisa kredit = 840.323.716 

Tahun 2011 = 
           

           
      = 22,54% 

  

Berdasarkan perbandingan besarnya persentase jumlah Non 

Perfoming Loans (NPL) kredit modal kerja pada kategori macet (M) 

selama 3 (tiga) periode, dapat di ketahui bahwa jumlah kredit yang 

disalurkan tertinggi pada tahun 2009 yaitu 16,97% dan nilai Non 

Perfoming Loans (NPL) tertinggi tahun 2009 yaitu 23,16%. Nilai kredit 

macet tertinggi dapat diketahui pada tahun 2011 yaitu Rp.189.368.766. 

 

Tabel 15 Jumlah Non Perfoming Loans (NPL) Kredit Konsumtif/PNS 

PD. BPR Tugu Artha Periode 2009-2011 

TAHUN Jumlah kredit bermasalah Baki kredit Persentase (%) Total 

(%) KL D M KL D M 

2009 2.225.850 - 132.553.900 5.035.425.100 0,04 - 2,63 2,68 

2010 50.396.850 41.831.200 130.120.222 11.083.669.422 0,45 0,38 1,17 2,01 

2011 61.445.100 - 129.592.422 12.429.839.822 0,49 - 1,04 1,54 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

Baki kredit / sisa pinjaman 5.035.425.100 

Tahun 2009 = 
           

             
 x 100 % = 2,68% 

Baki kredit / sisa pinjaman 11.083.669.422 

Tahun 2010 = 
           

              
 x 100% = 2,01% 

Baki kredit / sisa pinjaman 12.429.839.822  

Tahun 2011 =
           

              
 x 100% = 1,54 % 
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Berdasarkan perbandingan besarnya persentase jumlah Non 

Perfoming Loans (NPL) konsumtif/PNS pada kategori macet (M) selama 

3 (tiga) periode, dapat di ketahui bahwa jumlah kredit yang disalurkan 

tertinggi pada tahun 2009 yaitu 2,63%. , dan nilai Non Perfoming Loans 

(NPL) tertinggi tahun 2009 yaitu 2,68%. Nilai kredit macet tertinggi 

dapat diketahui pada tahun 2011 yaitu Rp. 222.348.272 

 

Tabel 16 Jumlah Non Perfoming Loans (NPL) Kredit Modal Kerja dan 

kredit konsumtif/PNS  PD. BPR Tugu Artha Periode 2009-2011 

TAHUN Jumlah kredit bermasalah Baki kredit Persentase (%) Total 

(%) 
KL D M KL D M 

2009 18.911.550 4.372.750 190.343.566 5.375.907.866 0,35 0,08 3,54 3,97 

2010 89.322.650 77.571.000 219.006.838 11.852.153.638 0,75 0,65 1,85 3,26 

2011 110.306.850 40.289.950 229.406.288 13.270.163.538 0,83 0,30 1,73 2,87 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

Baki kredit / sisa kredit 5.375.907.866 

Tahun 2009 = 
           

             
 x 100% = 3,97% 

Baki kredit / sisa kredit 11.852.153.638 

Tahun 2010 = 
           

              
 x 100% = 3,26% 

Baki kredit / sisa kredit 13.270.163.538 

2011 = 
           

              
 x 100% = 2,87% 

 

Berdasarkan perbandingan besarnya persentase jumlah Non 

Perfoming Loans (NPL) kredit modal kerja dan kredit konsumtif/PNS 

pada kategori macet (M) selama 3 (tiga) periode, dapat di ketahui bahwa 

jumlah kredit yang disalurkan tertinggi pada tahun 2009 yaitu 3,54%, dan 

nilai Non Perfoming Loans (NPL) tertinggi tahun 2009 yaitu 3,97%. 
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Total nilai kredit bermasalah tertinggi dapat diketahui pada tahun 2011 

yaitu Rp. 385.900.488. 

Secara keseluruhan PD. BPR Tugu Artha Malang memiliki jumlah 

kredit bermasalah <5%. Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia, 

jumlah kredit bermasalah atau Non Perfoming Loans (NPL) maksimum 

adalah 5%, apabila >5% makan akan mempengaruhi tingkat kesehatan 

bank. Jadi nilai Non Perfoming Loans (NPL) pada PD. BPR Tugu Artha 

Malang masih dalam batas kewajaran. Hasil perhitungan persentase 

analisis jumlah kredit yang diberikan oleh PD. BPR Tugu Artha Malang 

periode 2009 s/d 2011 sebagai berikut : 



 
 

 
 

Tabel 17 Hasil perhitungan persentase jumlah Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh PD. BPR Tugu Artha Malang 

Periode 2009-2011 

Tahun Jumlah Kredit Total 

Kredit 

Persentase (%) 

L DPK KL D M L DPK KL D M 

2009 229.670.050 31.964.600 16.685.700 4.372.750 57.789.666 340.482.766 67,45 9,39 4,90 1,28 16,97 

2010 377.142.650 227.789.350 38.952.800 35.739.800 88.886.616 768.511.216 49,08 29,64 5,07 4,65 11,57 

2011 481.574.000 169.380.950 48.861.750 40.289.950 100.217.066 840.323.716 57,31 20,16 5,81 4,79 11,93 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

Tahun 2009 

1. L = 
           

           
 x 100% = 67,45% 

2. DPK = 
          

           
 x 100% = 9,39% 

3. KL =  
          

           
 x 100% = 4,90% 

4.D = 
         

           
 x 100% = 1,28% 

5. M = 
          

           
 x 100% = 16,97% 

Tahun 2010 

1. L = 
           

           
 x 100% = 49,08% 

2. DPK = 
           

           
 x 100% = 29,64% 

3. KL = 
          

           
 x 100% = 5,07% 

4.D = 
          

           
 x 100% = 4,65% 

5. M = 
          

           
 x 100% = 11,57% 

Tahun 2011 

1. L = 
           

           
 x 100% = 57,31% 

2. DPK = 
           

           
 x 100% = 20,12% 

3. KL = 
          

           
 x 100% = 5,81% 

4.D = 
          

           
 x 100% = 4,79% 

5. M = 
           

           
 x 100% = 11,93% 

 

  



 
 

 
 

Tabel 18  Hasil perhitungan persentase jumlah Kredit Konsumtif/PNS yang diberikan oleh PD. BPR Tugu Artha Malang 

Periode 2009-2011 

Thn Jumlah Kredit Total 

Kredit  

Persentase (%) 

L DPK KL D M L DPK KL D M 

2009 4.891.896.550 8.748.800 2.225.850 - 132.553.900 5.035.425.100 97,15 0,17 0,04 - 2,63 

2010 10.698.228.450 163.092.700 50.396.850 41.831.200 130.120.222 11.083.669.422 96,52 1,47 0,45 0,38 1,17 

2011 12.197.607.750 41.194.550 61.445.100 - 129.592.422 12.429.840.822 98,13 0,33 0,49 - 1,04 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

Tahun 2009 

1. L =   
             

             
 x 100 %= 97,15 % 

2. DPK =  
         

             
 x 100 %= 0,17% 

3. KL =  
         

             
 x 100 %= 0,04% 

4.D = - 

5. M =  
           

             
 x 100 %= 2,63% 

Tahun 2010 

1. L =   
              

              
 x 100 %= 96,52% 

2. DPK =  
           

              
 x 100 %= 1,47% 

3. KL =  
          

              
 x 100 %= 0,45% 

4.D =  
          

              
 x 100 %= 0,38% 

5. M =  
           

              
 x 100 %= 1,17% 

Tahun 2011 

1. L =   
              

              
 x 100 %= 98,13% 

2. DPK =  
          

              
 x 100 %= 0,33% 

3. KL =  
          

              
 x 100 %= 0,49% 

4.D =  - 

5. M =  
           

              
 x 100 %= 1,04% 

 

  



 
 

 
 

Tabel 19 Hasil perhitungan persentase jumlah Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif/PNS yang diberikan oleh PD. BPR 

Tugu Artha Malang Periode 2009-2011 

Tahun Jumlah Kredit Total 

Kredit  

Persentase (%) 

L DPK KL D M L DPK KL D M 

2009 5.121.566.600 40.713.400 18.911.550 4.372.750 190.343.566 5.375.907.866 95,27 0,76 0,35 0,08 3,54 

2010 11.075.371.100 390.882.050 89.322.650 77.571.000 219.006.838 11.852.153.638 93,45 3,30 0,75 0,65 1,85 

2011 12.679.181.750 210.575.500 110.306.850 40.289.950 229.809.488 13.270.163.538 95,55 1,59 0,83 0,30 1,73 

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Malang 

 

Tahun 2009 

1. L =  
             

             
 x 100 %= 95,27% 

2. DPK =  
          

             
 x 100 %= 0,76% 

3. KL =  
          

             
 x 100 %= 0,35% 

4.D =  
         

             
 x 100 %= 0,08% 

5. M =  
           

             
 x 100 %= 3,54% 

Tahun 2010 

1. L =   
              

              
 x 100 %= 93,45% 

2. DPK =  
           

              
 x 100 %= 3,30% 

3. KL =  
          

              
 x 100 %= 0,75% 

4.D =  
          

              
 x 100 %= 0,65% 

5. M =  
           

              
 x 100 %= 1,85% 

Tahun 2011 

1. L  =  
              

              
 x 100 %= 95,55% 

2. DPK =  
           

              
 x 100 %= 1,59% 

3. KL =  
           

              
 x 100 %= 0,83% 

4.D =  
          

              
 x 100 %= 0,30% 

5. M =  
           

              
 x 100 %= 1,73% 
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a. Kredit modal kerja  

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit modal 

kerja periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa jumlah 

debitur pada kategori kurang lancar (KL) pada tahun 2009 jumlah 

debitur sebesar 4,90% , pada tahun 2010 jumlah debitur 5,07% dan 

pada tahun 2011 jumlah debitur 5,81%. 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit modal 

kerja periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa jumlah 

debitur pada kategori diragukan (D) pada tahun 2009 jumlah debitur 

sebesar 1,28%, pada tahun 2010 jumlah debitur 4,65% dan pada tahun 

2011 jumlah debitur 4,79%. 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit modal 

kerja periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa jumlah 

debitur pada kategori macet (M) pada tahun 2009 jumlah debitur 

sebesar 16,97% , pada tahun 2010 jumlah debitur 11,57% dan pada 

tahun 2011 jumlah debitur 11,93%. 

b. Kredit konsumtif/PNS 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit 

konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa 

jumlah debitur pada kategori kurang lancar (KL) pada tahun 2009 

jumlah debitur sebesar  0,04%, pada tahun 2010 jumlah debitur 0,45% 

dan pada tahun 2011 jumlah debitur 0,49%. 
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Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit 

konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa 

jumlah debitur pada kategori diragukan  (D) pada tahun 2009 jumlah 

debitur sebesar 0% , pada tahun 2010 jumlah debitur 0,38% dan pada 

tahun 2011 jumlah debitur 0%. 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit 

konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa 

jumlah debitur pada kategori macet (M) pada tahun 2009 jumlah 

debitur sebesar 2,63%, pada tahun 2010 jumlah debitur 1,17% dan 

pada tahun 2011 jumlah debitur 1,04%. 

c. Kredit modal kerja dan kredit konsumtif/PNS 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit modal 

kerja dan kredit konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 

diketahui bahwa jumlah debitur pada kategori kurang lancar (KL) 

pada tahun 2009 jumlah debitur sebesar 0,35% , pada tahun 2010 

jumlah debitur 0,75% dan pada tahun 2011 jumlah debitur 0,83%. 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit modal 

kerja dan kredit konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 

diketahui bahwa jumlah debitur pada kategori diragukan  (D) pada 

tahun 2009 jumlah debitur sebesar 0,08% , pada tahun 2010 jumlah 

debitur 0,65% dan pada tahun 2011 jumlah debitur 0,30%. 

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit 

konsumtif/PNS periode 2009 sampai dengan 2011 diketahui bahwa 
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jumlah debitur pada kategori macet (M) pada tahun 2009 jumlah 

debitur sebesar 3,54% , pada tahun 2010 jumlah debitur 1,85% dan 

pada tahun 2011 jumlah debitur 1,73%.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebabagi berikut: 

1. Sistem dan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sudah 

cukup baik, hanya saja waktu realisasi kredit yang terlalu singkat 

membuat analisis prosedur pemberian kredit tidak dapat dianalisis secara 

maksimal. Proses realisasi kredit yang terlalu singkat membuat 

perusahaan terburu-buru dalam melakukan penilaian kredit, pemeriksaan 

agunan, dan proses penilaian 5c dan 7c sehingga itu bisa saja menjadi 

salah satu penyebab terjadinya kredit bermasalah. PD. BPR Tugu Artha 

Malang dalam upaya menangani kredit bermasalah menggunakan sistem 

kekeluargaan, tanpa adanya penyitaan atas agunan jika kredit yang 

diberikan kepada nasabah bermasalah. Dapat disimpulkan bahwa sistem 

dan prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Tugu Artha Malang sudah 

cukup baik hanya saja waktu realisasi pemberian kredit mungkin harus 

lebih di teliti agar dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah sehingga 

PD. BPR Tugu Artha Malang bisa terus berkembang dengan kondisi 

yang sehat. 

2. Berdasarkan persentase perhitungan kredit bermasalah pada PD. BPR 

Tugu Artha Malang periode 2009 sampai dengan 2011 tingkat NPL 
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cenderung menurun. Meskipun tingkat NPL <5% analisis terhadap 

sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja harus ditingkatkan 

sehingga dapat menekan tingkat NPL menjadi lebih rendah. 

3. Berdasarkan susunan struktur organisasi PD. BPR Tugu Artha Malang 

dapat dipahami pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian, dan 

perlu ada pemisahan tugas dan tanggung jawab disetiap bagian.  

 

B. Saran 

1. Analisis penilaian kredit modal kerja sebaiknya PD. BPR Tugu Artha 

Malang juga menggunakan 7P (personality, party, perpose, prospect, 

payment, profitability, protection) agar analisis penilaian kredit juga 

dapat lebih rinci. 

2. Menganalisis persetujuan kredit PD. BPR Tugu Artha Malang dapat 

langsung memeriksa atau melakukan survei langsung kerumah nasabah 

yang mengajukan kredit agar pihak bank dapat mengetahui penilaian 5C 

berdasarkan keseharian nasabah. 

3. Setiap nasabah yang mengajukan kredit harus diperiksa terlebih dahulu 

tujuan penggunaan kredit tersebut, apakah sesuai dengan kebutuhan 

nasabah.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Buku tabungan PD. BPR Tugu Artha 

 

 

Lampiran 2 Contoh Pemakai Stand 

Bedak (Permanen tembok semen) = Rp. 40.000.000  

Nilai jual 75% =  Rp. 30.000.000 

Berwarna Putih 

 



 
 

 
 

Lampiran 3 Contoh Pemakai Stand 

Los ( Semi permanen ) = Rp. 15.000.000 

Nilai jual 75% = Rp 11.250.000 

Berwarna Kuning 

 

 

Lampiran 4 Contoh Pemakai Stand 

Emper ( Meja) = Rp. 8.000.000 

Nilai jual 75% = Rp. 6.000.000 

Berwarna Hijau 

 



 
 

 
 

Lampiran 5 Pedoman Wawancara 

 

1. Bagaimana susunan dan pembagian tugas dan tanggung jawab struktur 

organisasi di PD. BPR Tugu Artha Malang? 

2. Bagaimana proses sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja di 

PD. BPR Tugu Artha Malang? 

3. Bagaimana proses analisis persetujuan kredit di PD. BPR Tugu Artha 

Malang? 

4. Bagaimana jumlah performa kredit di PD. BPR Tugu Artha Malang?  

5. Bagaimana tingkat suku bunga pinjaman kredit PD. BPR Tugu Artha 

Malang? 

6. Bagaimana proses perhitungan agsuran di PD. BPR Tugu Artha 

Malang?  

7. Bagaimana tingkat kewenangan persetujuan kredit di PD. BPR Tugu 

Artha Malang? 

8. Bagaimana menghitung biaya administrasi kredit di PD. BPR Tugu 

Artha Malang?  



 
 

 
 

Lampiran 6 Aplikasi Pembukaan Tabungan 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 7 Ketentuan-ketentuan Tabungan 

 



 
 

 
 

Lampiran 8 Formulir Permohonan Pinjaman 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 9 Analisa Permohonan Kredit Pedagang 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 10 Kredit Karyawan 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 11 Surat Kuasa 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 12 Nota Kredit 

  



 
 

 
 

Lampiran 13 Kartu Pinjaman 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Lampiran 14 Daftar Angsuran Kredit PNS 

  



 
 

 
 

Lampiran 15 Profil PNS 

  



 
 

 
 

Lampiran 16 Surat Keterangan Riset 

  



 
 

 
 

Lampiran 17 Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian 

  



 
 

 
 

Lampiran 18 
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